
6. Undanq-Undanq hlomo: 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (L,:;rn~aran Negara Republik Indonesia Tahun 20(\9 
Nomor ·130, Tarnbahan i.ernbaran Neqara · Republik Indonesia Nornor 
5049); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perirnbangan Keuanqan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Neqara 
r~epublik Indonesia Ta'run 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik lndonesia l\Jornor 4L138): 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar. Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tamnahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); 

,~~--12. Undang-Undang ;,1omor c3 Tahun -1 ~1[/i tetanq Hukum Acara Picana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan 
l.ernbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tent.mg Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Perublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389) ; 

S2erah. 
.. ;;Jr 

1. Jndang-Undang Nomor 7 Dft: Tahun ·1956 tentang Pembentukan Oaerah 
Otonom Kebupaten-kabupaten dalarn l.inqkunqan Propinsi Sumatera Utara 
Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentanq Pernbentukan 
Kabupaten Dairi Jo. Unrlang-Undang Nornor 12 Tanun 1998 tentang 
Penbeitukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten 
Caerah Tinqkat ll fvLrndaiiir.g Natal Jo. Unda.rq-Undanq Nornor 9 Tahun 
2003 t~nt;:ing Fembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak 
8harat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; 

<jjl 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas: perlu ditetapkan deriqan Peraturan 

a. bahwa sesuai denqan 1<2tentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undc:ng Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

DEN GAN RAHM/\ T TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

PERATURJ.\i'J DAERAH !-CABUP/l.TEN TAPANULI UTARA 

~h.)MOt~ '12 TAHUN 20·10 

TENT ANG 

. f<ETRl3USI DAl:RAH 

.. 

Mengingat 

Menimbang 



6. Badan .... .12 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPl~D adala 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; 

5. Pejabat adalah pegawai ya.rig .d1beri tug~s''tertentu di bidang retribu 
sesi ·ai dengan Peraturan Perundanq-undanqan yang berlaku ; 

j 

(' 

. .. 
(c • 

, .. Bupati ialah Bupati Tapanuli Utara ; · . ,·:, · · .:·1 f:i~:·,it 3. 

·:' 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal ·1 
Dr.:ilam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : . 

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Tapanuli Utara; 
. ·., . ' . t"'·. \,t • • • 

2. Pemerintat-i'oaerah adalah Perrierintah Kabupaten Tapanuli Utara; 
~ . :.. ' . . • ~ ..... l }/ . • ./ .. ~.~ .. '• ', 

Menetapkan 

BUPAT! TAPANUL! UTARA, 

dan 

DEWAN PERWAKl'....AN RAKYAT DAERAH 
KABUPATENTAPANULIUTARA 

Denqan Pcrsctujuan Bers ama 

14. Peraturan Daerah Kabupate_l].JpPanuli Utara Nornor 5 Tahun 200B tentanq 
Organisasi dan Tata Kerja tembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanu/i 
l.J+ara. 

,/,. 

9. Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Prociuk Hukum Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nemer 17 Tahun 2006 tentang l.ernbaran 
Daerah dan Serita Daerah ; · 

11. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur 
Pengesahan Peraiuran Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi ; 

12. Peraturan Dae rah '<abupaten Tapanuf Utara Nomor 3 Tahun 2008 ten tang 
Organisasi clan Tata Kerja Sei<retariat Dt.e.ah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ; 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tanun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daert.l. Kabupaten Tapanuli Utara: 

. ' l_' . . . J ~ • ( • 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentanp Peiaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum r'\cara Pidana (Lembaran Neqara " R.epublik 
Indonesia Tahun 'i 883 Nornor 36, Tambahan L.embaran Neg2ra Repubtik 
Indonesia Nomor 3258) ; 

J ;· 1 ~·~ ! . 
7. Undang-Undang Nornor 32 . Tahun 200Q_ . tentang Pokok-pokok 

Pengembangan Lingkungon Hid up (Lernbaran .Negara Republik,)ndonesia 
Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lernbaran Negara Republik'lndonesia 
Nomor 3699), ; .. ,,,. · · ,. · J ()".,. · · .. 

PERATURAN DAERAH TENT ANG HETRIBUSl DAERAH. 

.. 

• 2. 

' 



Pemerintah Daerah; 

16. ~etribusi Pelayanan Pernal-aman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi 
atas pelayanan temper pemakarnan/penqebuan mayat yang dike/ala oleh 

>.:. .. 

8. 

7. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang .nelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan kornar.oiter, perseroan lainnya, Badan Usaha .Milik Negara 
(BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD.) dengan" nama dan 
dalam bentuk. apapun, firma, kongsi, kope. asi dan pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yavasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk t adan lainnya terrnasuk l<ontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ; 

Retribusi Daerah yang seianjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberlcn ijin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pernerntah Daerah untuk 
kepentingan orano pribadi atau badan; 

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

10. Jasa Urn um adalan jasa yr1ng disediakan atau yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah i.ntu« tujuan kepentlrijan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikm1ti oleh orang pribadi ata•J badan; f6., 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disedial an . oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsi~,J?ansip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta; 

• 3 . 

I 

• 12. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalarn 
rangk:a pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, penoaturan, pengendalian dan 
pencawasan atas keqiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarans atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan: 

.;i;~~ 13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah r etribusi atas jasa pelayanan 
kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Oaerah untuk 
tujuan kepentingan dan kernanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan; 

14. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebe.sihan adalah retribusi atas 
pelayanan yang diberikan Pemerintah Oaerah dalam pengambilan, 
pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, 
pemusnahan sarnpah rumah tangga, perusahaan industri dan 
perusahaan perdaqanqan; 

15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartr Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas penqqari'ian biaya cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipii yang disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikrnati oleh 
orang pribadi; 



30. Retribusi .... ./5,- 

29. Retribusi Tempat Penginapan/Mess adalah pembayaran atas pelayanan 
penyediaan tempat Penginapan/PesanggrahanNilla/Mess yang dimiliki 
dan atau dikelola Pemerintah Daerah; 

2'5. Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah retribus: yang dipungut 
sebagai pernbayaran etas pelayanan pemal .aian kekayaan daerah antara 
lain pernakaian tanah dan banqman, pernakaian ruangan pesta, 
pernakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah; 

26. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Fertokoan adalah pembayaran atas 
pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir. berb.rqai jenis barang, 
termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediai<an atau 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelo'a 
oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan f i.iak swasta; 

27. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa pelayanan yang dlberikan kepada 'umurn · di dalam lingkungan 
terminal· · ; · ·1 r- :.-· ::··1 :·.( r. · 1 : • · 

~ ', 1 ' _f I' I ', I -': • . I 

28. Retribusi Tempat Khusus Parkir,, adalah · pembayaran atas pelayanan 
penyediaan ternpat parkir yang khusus .dis.ediakan, dimiliki dan atau 
dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola 

t-•' 

oleh Perusahaan Oaerah dan pihak swasta 

\ 

\J7t Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pernbayaran atas 
penggunaan ternpat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah; 

18. Retribusi Pasar adatah retribusi atas pemanfaatan pasar berupa 
peralatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan 

' oleh Pemerintah Daerah: ,1 

19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa 
pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah 
berhubungan Genoan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, 
mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan, 
kendaraan khusus dan kendai aan urn um roda tiga (beca bermotor); 

20. RetriLusi Perneriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran 
atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemenntah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh 
masyarakat; · 

21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah 
sebagai pernbayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah; 

22. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan 
penyedotan kakus/jamban y.::mg dilakukan oleh Pemeriri'l:ah Daerah. 

23. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adaian pemungutan dari setiap 
penqusaha/pemakai atau. y;.,ng mengusahai suatu bangunan dan atau 

• :llf 

tanah kosong yang air lirnJahnya mengalir.'dialirkan ke saluran atau yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah; 

24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas 
jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan 
oleh Pemerintah Daeral I untuk tujuan menjaga kaidah tata ruanq, 
kenyamanan, kesetarnatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika; 

- 4 - 
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tata ruang daeran: 

40. 

38. 

39. 

~':'I I :' .-. ~ j .. t l t' ';lo. - , : 1'• • • ~ I • ' 

Retribusi ljin Travel: adalah pe,;,b'~{ya.ran atas jasa atau pemberian ijin 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyeuiakan pe.ayanan angkutan penurnpanq umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu: 

Retribusi ljin Usaha -'erikanan adalah pembayaran jasa atas pernberian 
ljin Usaha Peril.anan yang . disediakan dan atau diberikan oieh 
?emerintah Oaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 

Retribusi ljin Usaha lndustri, Perdagangan dan Gudang adalah retribus: 
sebagai pembayaran alas jasa atau pernbe: ian ijin usaha industri, ijin 
p~rdagangan clan ijin gudang yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah · kepada · orang ··:pribadi atau bad an yang 
rlimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas usaha yang dimiliki; 

41. Retribusi ljin Peruntukan Penggunaan Tana!. adalah pernbayaran etas 
pemberian ijin peruntukan penggunaan tanab kepada badan yang akan 
menggunakan tanah seluas 10.00() m2 atau lebih sesuai dengan rencana 

37 . • 

• • 

31. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas 
penyediaan/pernanfaatan fasilitas tempat Pclayanan Kepelabuhan; 

32. Retribusi Tempat Rekreasi dan. Olahraqa adalah punqutan daerah 
sebagai pernbayaran etas pelayanan penyediaa,, tempat rekreasi 
pariwisata dan Olahr aqa yang dimiliki dan dikeloln oleh Pemerintah 
Daerah; 

33. Retribusi Penyeberangan di Atas Air adalah pembayaran atas pelayanan 
oenyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di 
air yang dimi!iki dan I aiau dikelola oleh Pemerintah Daerah : 

34. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -'adalah pembayaran atas 
penjualan produksi usaha Daerah; 

~ . . , . • • : • - • ':,. , . • .• ). "1 • • " . ' : 

35. · Retribusi ljin Mendirik.an Banqunariadalah pembayaran atas pernberian 
ijin oleh · Pemerintah Daerah kepada oranq pribadi a"tau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaari;;l, penq aturan, ·. pengendalian dan 
pengawasan atas keqiatan pemanfaatan' ruang;. penggunaarf Sumber 
Daya r C\lam, baran j, pras:a?'aria;-:_ sarana .. ::i•ai:}". fasilitas tertentu gun a 
melindungi kepentingan umum 'clan rnenjaqakelestarian lingkungan; 

.,. . : -c .•• 

36. Retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pernbayaran 
ntas pemberian ijin olen Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 
badan untuk melakukan penjualan minurnau beralkohol di suatu ternpat 
tertentu; -, ;··;: ,1.;;.~ . ~ ;·j:, . 'f:J: < · 
Retribusi ljin Gangguan adalah ,Pe,m_bayaraCl ... atas pemberian ijin tempat 
usaha tertentu yang diberikan .kepada oranq.pribadi atau badan dilokasi 

t , ·"-. , • 4 

tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan 
gangguan; 

-1 
.,. 

3n. Retribusi Rumah Potong · Hewan adalah oernbayaran atas pelayanan 
penyediaar. f3silitas rurnah · pemotong a.i hewan ternak., termasuk 
pelayanan pemeriksaan kese.iatan hewan sebelum dan sesudah 
dipotong yang disediakau, dimiliki dan atau dikelola o1eh Pemerintah 
Dae rah; 

- 5 - 



BAB II ..... /7,- 

4 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Ku rang Bayar yang setanjutnya 
disingkat S~<RDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya 
retribusi yang terutang:~~nlah kredit retribusi, jurnlah kckurancan 
pembayaran po.cok retribusi, besarnya s~mksi administrasi dan jumlah 
yang harus dibayar: 

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disinqka; SKRDKBT, adalr.h surat ketetapan yang 
menentukan tarnbahan atas jumlah rotribusi yang telah ditetapkan: 

49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang c'apat disingkat STRD, adalan 
-1ct#t~ surat untuk melakukan tagihan retr ibusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda; 

50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusar atas keberatan 
terhadap Sl<F<D atau dokurnen lain yang d'persarnakon, SKF<.DKBT dan 
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribus': 

51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
profesiona: berdasarkan atas , standar . pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pernenuhan kewajiban retribusi c.aerah dan/atau untuk tujuan 
lain dalam ranqka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang- 
undangan retribusi daerah: -· "', .. 

52. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribu ii Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retr.busi Oaerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

terutang; 

. 6. 

42. Rctribus: ljin Usaha Jasa Konstruksi adalah _pembayaran atas pemberian 
ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 
bergerak di bidaru, usaha jasa konstruksi; 

43. Retribusi ljin Penqambilan Hasil Hutan lkutan adalah pembayaran atas 
pelayanan pernberian ijin pengambilan hasil hutan ikutan kepada orang 
pribadi atau 80,·!z,r; 

44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah oukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang te!ah dilakukan 
dengan menqqunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
Kas Daerah melalul ternpat pembayaran yang telah ditetapkan oloh 
Kepala Daer-ah; 

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Sl<RD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yan~J terutanq: 

4E,, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang rnenentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 

/ ·. 
I • 



(1) Dengan narna retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi baqi orang 
pribadi atau badan vang rnenerima pelayanan kesehatan yan9 dimiliki 
dan/atau dike!ola oleh Pernerintah Daerah. 

Paraoraf 1 ..:..• 

Narna, Obyck dan Subyek Retribusi 

8a"::an Pertarna ,., 

RETRIBUS! PELAYANAN KESEHATAN 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak f<TP, Kartu Ke!uarga dan Akta Catatan 
Sipil; V .. ;·,_,, ; t .•. ":·>:: · 

d. Retribusi Pelayanan Pernakarnan dan Penqabuan Mayat; / 
$;-,:;.\ce. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ; 

f. Retribusi Pelayanan Pasar; ,/ j 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Perneriksaa.i Alat Pemadam Kebakaran ; 
i. n.etribusi Penggantian Biava Cetak Peta ; 
J. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ; 
k. · Retribusi Pengolahan Limbah Cair ; 
I. Retribusi Pengendalian Menara Telekornun'ka.si. 

Jenis Retribusi Jasa Urnum adalah : 

a. K~tribusi Pelayanan Kesehatan ; / . · ·· / 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ; 

Obyek Retribusi Jasa Umu.n adalah 1pelayanan yat:)g disediakan atau dibetikan 
' : I , :t :,. •" • • \ ... , I , i, I. I , 

Pernerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
'1 .. ·· ., ' ' ' 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

: Ir";·..,,·,.'·,•":. '!.' :~. •' 

...• 'l ~ 

BUKU I 

RETRIBUSl .JASA UMUM 
Pasal3 

(1) Obyek Retribusi Daerul. adalan : 
a. Jasa Urnum 
b. Jasa Usaha ; dan 
c. Perijinan Tertentu. 

(2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Urnurn. 

(3) Retribusi yang c'ikenakan atas Jasa Usaha sebaqarma-ia dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usana, 

(4) Retribusi yang dikenakan atas Perijinan Tertentu sebaqaimana dirnaksud 
pad a ayat (1) huruf c. digolongkan sebaqai Retribus: Perijinan Tertentu. 

Pasal '.?. 

BAB !I 
· OBYEf{ DAN GOLONGAN RETRIBUSI. 
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2.625,-/krn 

3.750,-/km 

2.100,-/km 
4.575,-/km 

25.000,- 

17.500,- 

7.500,-/hari 

1.500.- a. Obat-obatan untuk 3 (tiga) hari 

2. Persalinan 

a. Dokter 
b. Bidan 

3. Rawat lnap di Puskesrnas (tidak termasuknal<an) 

Pengangkutan Mobil Ambulans/Puskesmas Keliling : 

a. Untuk dalarn kota di Kab Tap. Utara 

1. Mengantar pasien . 

(6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan 
Pusf<esmas Pembantu adalah sebagai berikut : 

1. Tiap Kunjungan (termasuk obat-obatan) 

, . 

(3) r1usien yang berasal dari PE:t~ahaan swasta, retribusi yang diberlakukan 
sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar 
atau dilunasi selambat-larnbatnya dalam janqka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

(4) Pasien yang ti am u yang mempunyai kartu Askeskin/Jamkesrnas, 
dibiayai olel Pernerintah. ~ 

(5) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu (yano tidak mernpunyai 
Kartu Askeskin/Jarukesmas), pasien terlant.ir. pasien ran~i asuhan/panti 
jompo, pasien tahanan polisi, pasien ;_embaga Pernasyarakatan, pasien 
~~_......,-...,,k~ib:::..:atkan oleh wabah dan kejadian luar bi isa dibiayai oieh 

Paragraf 2 
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal7 
(1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 

ndalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan 
kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan 
msmpcrtimbanqkan kornarnpuan masyarakat +an aspek keadilan. 

r$. 

(2) Biaya sebaqairnana dirnaksud pad a ayat (1) terrnasuk biaya investasi 
~ rasarana, biaya operasiona! dan pemeliharaan. 

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Pasal6 

BUMN, BUMD dan pihak 
? 2wasta. 

(2) Obyek Retribusi Pclay::-;:ian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 
4 huruf "a" .:-,dalz111 pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 
Kelilin[, Puskesrnas Pernbantu, B~lai Pengobatan, Rumah Sakit Urnurn 
Caerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang 
dimiliki dan/atau dike!ola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan 
µendaftaran. ., 

- 8 - 

2. Mengantar mayat 

b. Untuk luar Kab. Tap. Utara 

1. Mengant.ar pasien 
2. Meng a nta r rn c\ ~,,, t 

(ta-if tersebut tidak termasuk didalarnnya jasa prasarana 
rl::in i::i~::i ni=>tJI('~~) 



8.000 - 

5 000,- 

6.000,- 

3.000.- 

6.000,- 

5 000,- 

4.000,- 

30.000,- 

50.000,- 

7.000,- 

14.000,- 

28.000,- 

8.000,- 

25.000,- 

4.000,- 

40.000,- 

25.000,- 

30 000,- 

4.000,-/km 

7.000,-/km 

<, 

3.000,-/vm 

6.000,-/km 

;asa 

- Urine Rutin 

- Darah Rutin 

a. Pemeriksaan ! aboratonurn 

6. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik : 

- Turnpatan Gigi 

- Pencabu.an Gigi 

- Pencabutan Gigi Tortanam/lmpacted 

- lncisi Abses Gigi 

- Pembersihan f<arang Gigi 

c. Medik Gigi : 

- Vacum Extractie 

b. Sedang: 

- Culetage 

- Vasektomi 

- Tindik Daun Telinga 

- Pemasangan dan Pencabutan Implant 

- lncisi Hordeolum 

- Sirkumsisi 

- jahit Iuka per cm jahitan > 10 

- I ncisi Abses 

- jahit Iuka per cm jahitan 1 - 5 

- jahit Iuka per cm jahitan 5 - 10 

a. Ringan 

5. Tindakan Medik : 

2. Mengantar Mayat 

(Tarif tersebut tidak termasuk didalamnya 
Prasarana dan jasa Petugas) 

1. Menganta.· Pasien 

4. Pengangkutan Mobil Ambu!ance/Puskesmas ke[i[ing : 

a. Dalam \Niiayah Kab. Tapanuli Utara : 

1. Mengantar Pc1sien 

2. Mengantar Mayat 

b. Luar Vvilayah Kab. Tapanuli Utara : 

. 9. 



Bagian Kedua 
RETRIBUSI PELAYANA!\J PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

Paragraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal8 
(1) Dengan nama retribusi Pelayanan Persarnpahan I Kebersihan dipungut 

retribusi bagi orang pnbadi atau badan atas Pelayanan Persampahan I 
Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan . sebagaimana 
Jimaksud dalam pasal 4 huruf "b" adalah pelayanan 
persa.npahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
mpfjni rti : 

10. Pemakaian Oksigen 02. 

5.000.- 

2 500.-/ltr 

9. Surat Keter::ingan Sehat. 

20.000, 

·1 s.occ. 
'i 0.000.- 

7. Pemeriksaan Bakteriologi Khusus 

Pemeriksaan mendesak sumur air : 

- Fetal Monitor. 

- Spirometer ; ~ 

- Refraktorneter ; 

25.000,- 

Ill> 10.000,- 

25.000,- 

20.000,- 

14.000,- 

15.000,- 

- "RO" Foto; 

- EKG; 

- USG; 

b. Pemeriksaan Diagnostik : 

• - Jasa Alat ; 

.ir,-::.'fk" - Jasa Medik. 

8. Pemeriksaan dalam rangka pemberian Surat Ketera, 1yan 

Se hat. 

15.000,- - Papsrncar 

8.000,- - Tes Keharnilan 

10.000,- - Gula Darah 

- Golongan Darah 

- Micobakterium 

8.000,- 

12.500,- 

12.500,- 

4.000,- 

,. . 
''. . - Jamur 

- Gonorhoe 
•. 

12.500,- - Filaria 

<, 3.000,- - Malaria 

3.000,- 

3.000,- 

- Tinja 

- Dahak tanpa TB. Paru 
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10 K!inik, Praktek Dokter/Bidan 

9 Puskesmas 

8 Rumah Sakit Pornerintah/Swasta 

7 Apotikff oko Obst 

6 Pedagang pakai gerobak, musiman 

- Melati I 

- Melati II 

Rp 15.000/bln 

Rp 12.000/bln 

Rp : O.OOO/o:11 

F<p 1.000/hari 

Rp 10.000/bln 

Rp 50.000/bln 

Rp 10.000/bin 

Rp 5.000/bin 

- Berbintang 

5 HoteiM isrna : 

4 Toke. Restoran, Cafe, Rumah Makan 

3 Kedai/\1\/arung 

Kios atau tempat dagangan 2 

Rp 2.0IJO/bln 

Rp 4.000/bln 

Rp 4.000/1,in 

Rp 8.000/bin 

1 Rumah tan~ga 

A. Di luar Wilayah Pcrusahaan Pasar : 

Paragraf 2 
Prinsip, Sasaran dan Bcsaran Tarif Retribusi 

Pasal 10 
(1) Prinsip dan sasaran aalam penetapan tarif r etribusi jasa um um pe!ayanan 

persampahan/kebersihan yang 'diberikan Pemerintah_,J,Daernh adalah 
pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi 
pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri 
dan perusahaan perdaga~"W. 

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah 
sebaqai berikut : 

Pasal 9 
Suhyek Retribusi adalah cranq pribad: atau badan yang mc.nd apatkan 
pelayanan persarnpahan/kebersihan. 

<, 

b. Pengangkutan sarnpah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 
sementara ke lokasi pembuangan akhir .iarnpah ; dan 

c. Penyediaan lokasi oernbuanqan/pernusnahan akhir sarnpah. 

(3) Dikecualikan dc:-1,i obyok retrib.isi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, ternpat ibadah, sosial, - - 
dan tempat umum lainnya. 

a. Penqarnbilan/penqumpulan sarnpah dari surnbernya ke lokasi 
pembuangan sernentara ; 
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(2) Obvi.k .... /I:;_. 

Pemerintah Daerah. 

. I 

l,kta Catatan Sipil dipuoqut retribusi atas Pengganti Biava Cetak KTP, 

Kartu Keluarqa dan Akta Catatan Sipil yang diselenqqarakan oieh 

(1) Dengan nama retribusi Pengganti B'aya Cetak KTP, Kartu Keluarqa dan 

1.0CO/o;n 

2.000/h;n 

3.000/b;n 

40.GOC/bin 

30.00(;/L,111 

G.000.lb!n 

10.000/bin 

1 O.OOOibln 

30.000/hin 

·10.000/bln 

40.000/bln 

6.000/bln 

15.000/bln 

10.000/bln 

, 10.000/bln 

6.000/bln 

Rp 

Rp 

R.p 

l~p 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Untuk kelas II! 

Untuk kelas II 

Untuk kelas I 1 

2 

3 

8. Di dalam Pasar/Pe.can • 

- Di atas 50 orang 

- 1 O s/d 50 orang 

- Kurang dari 10 0,1..fl~ 

19 Asrama yang penghuninya : 

18 l.oket Bis/T 8Xi yar.g berada d1 dalam Rp 
terminal .v 

17 Loket BisfTaxi yang berada di !uar terminal 

15 Gudanq 

16 Perbengkelan, Bioskop/PHR 

14 I" 
lndustri non rnekanis 

~, ..... 1_ I 

12 lndustri Mekanis 

f<ecil uk. ·1 - S ruanqan 

.... , . ,. Sedang uk. 5 - ·10 ruangan 

· Besar uk. di atas 11 'ruanqan 

12 . Kantor Pemerintah/Swasta . 

Perguruan Tingsji 

r«, SO, SLTP;-''' SL TAILembaga Rp 
Pendidikan .· 

v 1 11 Sekolan : 

Baqian Ketiga 

RETRlBUSi PENGGANTIAN Bl.A.YA CETAK I\TP, 

KARTU KELUAr?.GA DAN A~<Tt\ CATATAN SIPlL 

Paragra_f ·1 · 
Nama, Obyek can Subyek Retnbusi .. ·. 

' • : • I • .' 1 J ~{ i ;..~!', • , . • \ ! • ... ~I•:; 

Pasal11 · 

,._ 



100.000,- 
200.000,- 
250.000,- 

35.000,- 
70.000,- 

1 u0.000,- 

-- Akte Perkawinan '.VNA : 
1. Di dalam kantor Catatan Sipil Rp 
2. Di luar Catalan Sipil Rp 
3. Untuk perkawinan yang dicatatkan letih dari 60 Rp 

(enam puluh) hari 

2. Di luar Catatan Sipil Rp 
3. Untuk perkawinan yang dicatatkar, lebih c'ari Rp 

60 
(enarn puluh) hari 

Rp 
- Akte Pe1-kawinc1n VVNI : 

1. Di dalam kantor Catatan Sipil 

b. A:<TE PERf<AWINf\N 

a. AKTE KELAHli~.Af'J. 
-- Akre Kelahlrar: Urnum : 

Kelahiran yang pelaporannya di bawah 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal kelahirannya bagi anak pertama dan seterusnya tidak 
dipungut biaya (Gratis). 
Akte Kelahiran yang pelaporannya terlambat \!Varga Negara 
Indonesia tidak dipungut biaya (Gratis). 

(2) Sesarnya tarif r~etribusi penggatian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan 
Al<ta ~atatan Sipi: 2dalah sebaqai berikut : 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Bia ya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Ata Catatan Sipil hanya 
rnernperhitunqkan biaya pe'f.rtftakan dan pe11h)administrasian. 

Paraqraf 2 
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal 13 

Pasal 12 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang 
menikmatii atas pelayarrm yang disediakan Pemerintah Daerah berupa 
perolehan/pemanfaatan Kariu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil. 

Anak, Akta Ganti Nama bagi Wrga Ngara Aing dan Akta Kematian. 

., b. Kartu Keiuarga ; 

c. Akta Catatan Sipil meliputi Akta Lahir, Aktri Perkawinan, Akta 

Perceraian, Akia Pengesahan dan Pengakan Anal; Akta Pengangkatan 

.. 
Keluarqa dan Akta Catatan Sipil sebaqa'mana dimaksud pada pasa\ 4 ·, 
huruf c adalah pelayanan : -, 

a. Kartu Tanda Penduduk; 

(2) Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
- 13 - 



150.000,- .j: - Untuk penqanqkatan anak ,-J oleh Warga·' Negara Rp 
, ·; Asing dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) 

buian sejak tanggal keputusan penqanqka.an anak 
dari Pengadilan yang te!ah berkekuatan hukum 
tetr-p dan atau tanggal pengukuhan -. oleh 
Pengadilan Negeri pengangkatan anal. rnelalui 

No.aris 

I ;· . , Notaris. 

150.000,- - Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Rp 
Indonesia dengar melebihi jangka wak.u 1 (satu) 
bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak 
dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap .. dan atau tanqqal-. pengukuhan oleh 

Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui 

100.000,- 

300.000,- - Untuk perceraran yang dicatatkan dengan Rp 
menyelidil<i jangka waktu 60 (enam puluh) hari ;ii~ 

sejak taggai keputusan penqadiian yang 
berkekuatan hukum tetae,- 

. ' 
d. AKTE PENGl\N(3J<ATAN Ai\LA_K 

- Untuk pengangkatan anak oleh WargJ Negara Rp 
Indonesia dengan tidak melebihi jangka waktu 1 
(satu) bulan sejak tanggal keputusan penqanqkatar 
anak dari Pengadilan yang telah berkekuatar 
hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh 
Pengadilan Negeri pengangkatan anak melalui 
Notaris. 

150.000,- 

2. Akte Perceraian WNA : 

- Untuk perceraian yang dicatatkan denqan tidak Rp 
melebihi jauqka waktu 60 (enarn puluh) .iari sejak 
tanggal keputusan pengadilan yang bekekuatan 
hukum tetap. 

- Untuk perceraian y,rng dicatatkan dengan tidak Rp · -, 100.000,- 
melebihi janqka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
tanggal keputusan pengadilan yang bekekuatan 
hukurn tetap. 
Untuk percer nan yang dicatatkan dengan Rp 150.0 ·· 0,- 
menyelidiki jangka waktu 60 (enam puluh) hari 
sejak tanggal keputusan pengadilan yang 
br rkekuatar. hukurn tetap. 

Akte Perceraian \/l!Nl 

: - . • r; I ·~• •• c. AKTE PERCERAIAN 
• 14 - 
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Tingkat penqqunaan jasa pelayanan pemakaman dan penqaouhan mayat 
diukur berdasarkan jumlah mayat/jenazah yang dimakamkan atau 
diperabukan. 

F.asal i6 

memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan penqabuan maya: .. 
orang atau adalah bad an lj81,g pribadi Retribusi Suoyek 

Pas al 15 

Bagian ~e11mpat 
RETRIBUSI PEl .AYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAY AT 

?aragraf 1 
"Jama, Obyek dan Subyek Retrlbusi 

Pasa! 14 
(1) Dengan narna retribusi Pelayanan Pemakaman dan F'enqaouan Mayat 

dipungut retribusi atas Penqqanf Biaya t=>elayanan Pernakaman dan 
Pengabuan Mayat yang diselenqqarakan olen Pernerintah Daerah. 

$:'f,..-(2) Obyek Retribusi Pe!ayanan Pernakarnan dan Pengabuan Mayat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal .1 huruf "d" adalah pelayanan 
pernalaman dan pengabuan mayat yang meliputi : 
a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk ;J·3nggaiian clan 

pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat ;dan 
b. Sewa tempat pemakarnan atau pembakaran/penqabuan mayat y2ng 

dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

5.000,- 
h. KARTU TANDA PENDUDUK ... , , . 

- Bia ya cetak untuk penerbitan Kartu Tanda f p 
Penduduk. 

5.000,- Rp 
g. :<ARTU KELUARGl\ 

- Biaya cetak untuk penerbitan Kartu Keluarga . 

25.000,- 
75.000,- 

Rp 
Rp 

f. AKTE KEMATL,\~l : 
- Untuk Warga Negara Indonesia. 
- Untuk Warga Negara Asing. 

100.000,- Rp 
e. AKTE PERUBAHAN Nt,MA : 

- Berdasarkan keputusan pengadilan. 

250.000,- - Untui< penqanqkatan anak WNA dengan melebihi Rp 
jangka waktu ·1 (salu) bulan sejak tanggal 
keputusan pengan~kah11 anak dari penqadilan 
yang telah ~erk2kuatan hukum tetap tJan atau 
tanggal pengukuhan o!eh Penqadilan Neqeri bagi 
pengangkatan anak melalui Notaris. 

- 15 - 
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Tinqxat ;_)enggunaan jasa p;?rkir di tepi jaian urnurn diukur berdasarkan jenis 
keridaraau dan frekuensi. 

Pasal 20 

.,,·, ..... t •. , 

Sui1ek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan 
parxir di tepi jalan urnum 

Pasal 19 

(2) Obyek Retribusi Pclayanan Parkir di Tepi Jalan L 'mum sebaqaimana 
dimaksud dalam pasal 4 huruf "e" adalah penyediaan pelayanan parki. di 
tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai den: ~rn 
ketentuan Peraturan pcrUndang-Undangan. 

(1) Dengan nama retribus: Petavanan Parkir rli Tepi Jatan Um urn dipu1;c;'..1t 
retribusi atas Pengganti Biaya Pelayanan Parkir di Teri Jalan Um urn 12:,(i 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Narna, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 13 

RETRIBUSI PELAYANAN PA~<KlR DI TEPI J,\LAN UMUM 
. i<-'!1( 

Paraqraf 1 

Bagian Kelima 

2 0. COO, -/ta h u n 

30. 000, -ztahu n Rp 

Rp 

(Pernbayaran sebelurn pemakaman) 

c. Biaya perawatan Makam Dewasa 

c Biaya Perawatan Makan Anak-ana': 

Hp 50.000,- Rp 

(Pembayaran sebelurn pemakaman) 

b. Untuk Makem ,'\nak-anak 

Rp 75.000,- Rp .J. Untuk Makam Dewasa 

Paracraf 2 ~ C..6,Zt~I ~ 

Prinsip, Sasaran dan 3esaran Tarif Retribusl 
Pasal 17,/ • 1 · ·• · :.,<~).' 

(1) Prinsip dan sasaran dalam. penetapan tarif retribusi didasarkan pada 
kebijaksanaan Daerah dengan mernperhatil-an bi~ya, penyediaan fasilitas, 

' I ' ' ~:··i•i..-'J ,.J ._.; \._ ' • 

kemampuan masyarakat oan aspek keadilan serta untuk pengga:ntian biaya 
'·~'"·.q.d ,..,,, )",. _,,,}1 l~·i~C..H~t:.cil I t"'. l1'1 } 

yang meliputi biaya investasi, perawatan . tempat, penguburan, 
' • • ; "- • ;· • v , : \ •• : ·• 

pembakaran/pengabuan, operasional dan perneliharaan. 
(. ... 

(2) Besamya tarif retribusi ditetapkan sebaqai berikut : 
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Pasal 23 

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas, 
klasifikasi tempat usaha dan fasilitas. 

(1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pasar dipungut retriousi bagi orang 
pribadi atau badan sebaqai pembayaran atas jasa fasilitas Pasar 
tradisional I sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Oaerah. 

(2) Qbyek Retribusi Pelayanan Oasar sebaqairr ana dimaksud dalam pasai 4 

huruf "f' adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa 
pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus 
c'isediakan untuk. pedagang. 

(3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
adalah pe1ayanan fasilitas pasar yang dikeroia oleh BUMN, BUMD dan 
~iliak Swasta. 

Panaf 22 

Baqian Keenam 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

Paragraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

30.000,- 
50.000,- 
80.000,- 
60.000,- 

140.0uO,- 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Berlangganan : 

a. Sepeda Motor 
b. Taxi, Mopen Umum 
c. Bus dan sejenisnya 
C:. Mobil pribadi 
e. Trik I Truk Gandeng 

- I 

500,- 

1.000,- 

1.500,- 

2.000,- 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
~' • I t' , ,, ' ... . . ~ · .. r: t 

a. Sepeda motor 

b. Taxi, Mobil Pribadi, Mopen Umum 

c. Bus dan sejenisnya 

d. Truk I Truck Gandeng 

(2) Besarnya tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

Paraqraf 2 

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif R~tribusi 

Pasz!21 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan 

r 

untuk menqendalikan permintaan dan pengounaan atas pelayana: 1 dalam 
rangka memperlancar iatu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya 
penyedlaan markas dan rambu parkir, biay;_.. transportasi dalam rangka 
pembinaan, penqawasan, pengendalian, biaya operasional dan 
pemeliharaan. 
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jenis usaha car: tuas ternpat usaha. 
··.L< 

(2) ,3esarnya tarif retribusi pasar ditetapkan : 
a. Retribusi Harian ( per m2 i 

1 !kan Mas. Rp 5.000,-/m2 

2 lkan Mujahir. Rp 2 .500,- /m2 

3 lkan Sele-sele. Rp 3.000,- /m2 

4 lkan Asin. Rp 2.000,- /m2 

5 lkan Laut Basah. Rp 6.000,- /m2 

6 lkan Lele. Rp 2.500,- /m'l. 

7 Ayam, ltik dan Angsa. Ri:., 1.500,- /m2 

8 Babi, Anjing dan i<ambing yang beratnya Rp 2.000,- /m2 

Lebih dari 9 Kg. 
/#.> 

9 Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya Rp 1.500,- /m2 

s/d 9 Kg. 
10 Lembu dan Kuda. -~ Rp 7.500,· /m2 

·11 Kerbau. Rp 1 O.OOO,-/m2 

12 Pisang Mentah. Rp 1.000,-- /rr,2 

13 Pisang Masak. Rp 1.000,- /m?. 

14 Rambutan, Manggis, Lang sat, Torn at, Rp 2.000,- /m2 

Mangga, Durian, .Jeruk dan Salak. 
15 .Ienqkol dan Petoi. Rp 1.500,- Im/. 

,t1;.,::iv: 16 Kentang. Pp 1.500,- /m2 

17 Kacang Tarran. q;J 2.000,- /1112 

18 Kacang Hijau l~p 1.500,- /m2 

19 Ubi Jalar dan Ubi !<ayu/Racun. Hp 1.000,- /rn2 

20 Kela pa. Rp 1.500,- /m2 

21 Nenas. Rp 1.500,- /rn" 
22 Cabai. Rp 3.000,- !mi 

23 Bawano Merr-h. Rp 3.000,- Im' 
.:., 

24 Bawang Putih. Rp 5.000,- /rn2 

25 Kacang Tanah Kupas. Rp 7.500,- /m2 

26 Kacang l<uni~g Rp 2.500,- im2 

27 Sayur-sayu ran. Rp 1.000,- /m2 

28 Beras. Rp 2.500,- /m2 

29 Pad 1. Rp 1.500,- Im'- 

30 Kopi. Rp 2.500,- /m2 

31 Kacang Bogor. Rp 2.500,- /m2 

Paraqrar 2 

Prhsip, Sa<:,i:iran dan i:3cse1ran Tarif Retribusi 
Pasal24 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pasar adalah untuk menutup 
biaya adrninistrasi, perencanaan, kebersihan, keamanan dan · pembinaan 

- ) 6 - 



- i 9 - 

32 Tebu. Rp 1.000,- /m2 

33 · Ternbakau. Rp 1.00_0,- /m2 

34 Rotan. Rp 3.000,- /m2 

35 Daun Sirih. Rp 1.000,- /m2 

36 Sabuk ljuk .. Rp · 1:000,- /m2 

37 Minyak Goreng. Rp 1.000,- /m2 

38 Telor Ayam dan Telor ltik .. , Rp 1.000,- /1112 

:· 39 Tikar. Rp 1.000,- /m2 

40 Kain Tenun (Uios Batak) ... '"f/.\ Pp 1 ,,OOO,- /m2 

41 Bibit lkan Mas. Rp 1 !000,- /m2 

42 Batu Putin/Batu Kapur. ,~p 1.000,- /m2 

43 Jagung Biji. Rp 2.000,- /m2 

44 Bekatul/Dedak. Hp 1.000,- /m2 

45 Pinus. Rp 1.000,- /m2 

46 Batu Asah. Rp 1.000,- /m2 

I '~ i 
.- 47 Kayu Bakar. Rp 1.000,- /m2 

48 Pinang. Rp ·1.000,- /rn" 

49 Gula Putih. -''·. .' .: . .-:, . Rp.;~ 1.000,- /1. 12 

50 Gula Merah. Rp 1.000,- /m2 

51 Cengkeh. Rp 1.500,- /m2 

52 Ni lam 
';;::# 

Rp 13.000,- /m2 ' ... ~· ... 

53 Kemenyan Kuiit Olahan. l~p 1.000,- /m2 

54 Kemenyan Julur Pahae. Rp 2.500,- /m;: 

55 Kernenyan Abu Olahan. Rp 4.000,- /rn2 

• 56 Kernenyan Olahan Mata Kacanq. Rp 2.500,- /m2 

57 Kemenyan Olahan. Rp 5.00C,- lrr12 

58 Kemenyan Mentah Mata Kasar. Rp 7.500,- /1112 

..i:.:;-~<E 59 Damar dan Terpentin Rp 1.00Q, .. /rn' 

60 Karel Basah Berair. Rp 1.500.- /m2 

61 Karet Kering. t~p 1.000,- l':'..11 

62 Kapu Laga. Rp 1.000,- /m2 

63 Kemiri Kulit. Rp 5.00Q, .. Inf 
64 Kemiri Kupas. Rp 6.000,- /rn2 

65 Teh. Rp 1 .000,- lm2 

?36 Minyak Sere. Rp 2.000,- /n/ 
67 Jahe. Rp 1.000,. /11:2 

68 Madu. Rp 12.000,- /mi 
69 Kolang Kaling. Rp 1.500,- /1111 

70 Kulit Manis Rp 1.000,- /m2 

71 Coklat Rp 2..500,- Im" 

72 Batu Kawat Rp 1.00{',- /m2 

73 Kaolin Rp 1.000,- /m2 

74 Batu Apung Rp 1.000,- /m2 

75 Kelapa Sawit Rp 1.500,- Im' 



(2) Obyek · Retribusi · Pengujian Kendaraan Berr-iotor sebagaimana dimaksud .... 
dalam Pasal 4 huruf "g" adalah':'11feiayanarf p~ngujian kendaraan bermotor, 
termasuk kendaraan bermotor di, air, sesuai dengan ketentuan perUndan9- 

{,) I l,i ,, 1\ ..),,~•.,,,, ' • Jf '~1,<,f 'I ... r: ~ ,<.J • ... f",• ' 

Undangan;'yang diselenqqarakap oteh Pemerintah. Daerah. 
i(~·.l., - :,. .. "-.ci•:,·· .. ·:1J; . '~ ~(_-,i_.r.e,~~)1.f,· .. i ... !(' :: t~;~1tf~ ' 

(3) Setiap pernberian jass, pelayanan pengujiari -kendaraan berrnotor yang 
t ,' meliputi perneriksaan spesifikasi kendaraari bermotor.: penetapan tanda bukti 

lulus Liji berkala berupa Buku U_ji dan Plat Uji/P!at Samping, adrnlnistrasi 
'1engujian atas kendaraan bermotor . wajib uji,_ meliputi Mobil Bus, Mobil 

. ..,, - t s . - 
Baranq, Mobil Penurnpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan. Kendaraan 
Khusus dan Kendaraan Um urn Roda Tiga (Becak Bermotor). 

, -, 

\ . 

Nama, Obyek dan Subyek RPtribusi 
Pasal 25 · 

(1) Deng an nama retribusi Penqujian Kendaraan Be: nnotor dipungut retriousi atas 
Pengganti Biaya Penquj: an Kendaraan Berrnotor yang diselenqqarakan o!·:::h 
PemerintahOaerah. ,. (;,'...!; ;-':,;,. J · 

·' 

Paragraf 1 

Bagian Ketujuh 
RETRIBUSI PENGUJiAN KENDARAAN BERMOTOR 

- I 
Rp 10 000,- 
Rp 15.000.- 
?p ·i 7.0GO,- 
Rp 20 ODO,- 

3. Kios permanen : 
- Kios perrnanen 2 rn x 2m 
- Kios perrnanen 3 rn x 3n, 
- Kios perrnanen 3 m x -trn 
- Kios permanen bertingkat 

Rp 9.000,- 

Rp 9.000,· 
Rp 7.500,· 
Rp 6.000,- 

3. Tempat undung-undung totap jualan sayur-sayuran, ukuran 2m x 2rn : 
Untul< Pekan Kelas I dipungut Retribuslnya Rp 2.000.- 

- Untuk Pekan ~<clas 11 dipungut Retribusinva Rp 1.500,- 
- Untuk Pekan Kelas !II dipungLt Retribusinya Rp 1.000,- 

(3) Retribusi Bulanan di Dalam Pekan/Pinggir Pekan : 
1. Balairung Ukuran 2rn x 2m : 

- Untuk Pel<an Kelas I dipur.gut Retribusinya 
- Untuk Pekan Kelas II dipungut Retribusinya .· 
- Untuk Pekan Kelas Ill dipungut Retribusinya ___ ,. 

'L Kios lnpres, satu ruang drpungut Retribusinya 

Rp 2.500, 
Rp 2.000, 
Rp 2.500,- 

- Untuk Pekan Kelas I dipungut Retribusinya 
- Untuk Pekan Ke!as II dipungut Retribusinya 
- Untuk Pekan Kelas Ill dipungut Retribusinya 

1. Tempat undung-undung tetap jualan kain, ukuran, 2m x 2m : . .' 
1 

•. -t \.j' ' ,~ .._ ~ ' , •.: 
1 l I I' I' , , • ,, 

- Jntuk Pekan Kelas I dipungut Retribusinya Rp 3.000,- 
- UntukPekan Keias ll dipungut Retribusinya. Ro '.2,500,- 
- Untuk Pekan Kelas II! dipungut Retribusinya Rp 12.ono,- 

2. Ternpat undung-undung tetap jualan kelontong dan alat-alat pertanian, 
ukuran 2m x 2m : 

j;,,...,. ,., ...... undunc : - I 

b. Retribusi Mingguan di dalam Pel<an/Luar Pekan tempat terbuka I undung- 
- ').0 - 



· - Administrasi .... ./22,- 

a. Mobil Bus dan Mobil Barang 4 (empat) Roda : 

(3) Besarnya retribusi penqujian sebagaimana dimaksud ayat (1 ), ditetapl.an 
sebagai berikut: 

(2) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib UJI berkala 
kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian. 

Paragraf 3 
Prinsip, Sasaran dan Besa ran Tarif Retribusi 

11 .-,, -.: 

Pasal 30 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan atrif retribusi pengujian kendaraan 

bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama 
dengan biaya penyediaan jasa penqujian kendaraan bermotor. 

... 
(1) Prosedur, tata earn dan persyaratan pE..ngujian berkala kendaraan 

. bermotor selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati. 

(2) Pemeriksaan dan pelaksanaan ·,pengujian kendaraan bermotor dilakukan 
·,~·::·},.c oleh tenaga penguji yang memiliki .tanda kualifikasi penguji sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan y2ng berlaku. 

Pasal29 

.'.· !' 
Dinas Perhubungan. 

·w :~.' 
(4~ Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan. 

Paragraf 2 
Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor 

P:isal28 
· (1) Jenis Uji Berkala rneliputi penqujian berkala untuk pertama kali dan 

pengujian lanjutar: secara berkala bagi kendaraan wajib uji. 

(2) Jenis kendaraan yan:J diwajibkan · uji berkala rnelipuf Mob_il Bus, Mobil 
Barang, Mobil Penumpanq, Kereta Gandengan, Kereta · Tempelan, 
Kendaraan Khusus dan Kendaraan Roda Tiga (Becak Bermotor). 

. 'Ill~ 

(3) Untuk melaksanakan pengujian tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh 
! . • 

Tingkat penggunaan jasa Pengujian l<endaraan Bermotor ciukur berdasarkan 
jenis kendaraan dan frekuensi. 

t· 
]I Pcsal 27 

·- I 

pengujian kendaraan bermotor. 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan 
atau menikmati pelayar-an yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa 

Pasal26 
- 2 •.. 



h. Kendaraan Khusus dengan jarak surnbu 3 (tiga) atau lebih, tarif 
ret-ibusi pengujian disamakan dengan tarif huruf "g", ditarnbah 
Rp 20.000,--/30 cm. 

Rp 6.000,- 
Rp 7.000,- 

Rp 6.000, 

Rp i 6.000,- 

1· 

Rp 6.00u, 

Rp 7.000,-- 

Rp 6.000, 
f1p 3.500.- 

Rp 6.000, 
Rp 7.000,- 

Rp 6.000, 
F?.p 11.000,- 

Rp 6.000,- 

Rp 11.000,- 

Rp 6.000,- 
P.p, 7.000,- 

l· 
Rp 6.000,- 

Rp" 18.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 7.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 25.000,- 

_Rp ~.500,- 
Rp 7.000,- 

'6~ 

Rp 6.000,- 
Rp '11.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 7.000.- 

tanda uji, baut, kawat dan seqel 
- Buku Uji .. .: 

g. Kendaraan K: .us: ts : 
- Administrasi 
- Jasa Uji 
- Pernbuatan dan p2masangan tanda samping, . 

. . . .... 

e. Kereta Gandeng dan Kerata Tempelan : 
- Administrasi 
- Jasa Uji 
- Pembuatan dao pernasanqan tanda samping, 

tanda uji, baut, kawat dan segel 
- Buku Uji 

f. Kendaraan Umum Roda Tiga I Becak Bermotor: 
- Administrasi 
- Jasa Uji 
- Pembuatan dan pcmasangan tanda samping, 

tanda uji, baut, kawat dan seqel 
-- Buku Uji 

- Pernbuatan dan pemassngan tanda sa.npinq, 
tr nda uji, baut, kawat dan segei 

- Buku Uji 

c. Mobil Barang 8 (delapan) Roda : 
- Administrasi 
- Jasa Uji 
- Pembuatan dan pernasangan tanda samping, 

tanda uji, baut, kawat dan segel 
- Buku Uji 

d. Mobil Penumpang Um um dan Take i : 
- Administrasi 
- Jasa Uji 
- Pembuatan dan pem~gan tanda samping, 

tanda uji, baut, kawat dan segel 
- Buku Uji 

• " .", 1 ·. I ~ ' ', : ' • 

,1 -- Jasa Uji 
- Administrasi 

- Pernbuatan dan pernasanqan tanda st.n ipinq, 
tanda uji, baut, kawat dan segel ,·( .... ,;., 

- Buku Uji '. .. -·.'. · · · ,,; .: .,;·;: , 

b. Mobll Bus dan Mobil Barang 6 (enam) Roda : 

•·.,· 

- Administrasi 
- Jasa Uji 

- n- 



(3) Denda sebaqaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Oaerah. 

I 

kendaraannya dikenakan denda keter.ambatao. 
$& I 

- (2) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, acalah sebacai berikut : 

1. Terlambat 1 (satu) bulan, dikeriakan denaa 25 % dari Jasa Uji ; 
. . 

2. Terlambat 1 s/d 2 bulan, dikenakan denC:a 50 % dari Jasa Uji ; 
3. Terlambat 3 (tiga) bulan, dikenakan denda 75 % dari jasa Uji ; 
4. Terlambat 3 s/d 4 bulan, dikenakan denda 100 % dari Jasa Uji; 
5. Terlambat 5 (lima) bulan, dikenakan denda 120 % dari Jasa Uji ; 
6. Terlambat 5 s/d 6 bulan, dikenakan denda 200 % dari Jasa Uji; 
7. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan untuk setiap 6 (enam) bulan 

dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 60.000, 
(enam puluh ribu rupiah) ; 

8. Keter.ambatan oiatas 1 (satu) tahun, dikenakan denda setinggi 
tingginya Rp 150.000,- (ceratus lima puluh ribu rupiah). 

Paragraf 5 :·, i, 

Ketentuan Denda 
Pasai32 

(1) Bagi pemilik kendaraan berrnotor wajib uji yang terlambat untuk menguji 

Paragraf 4 
Besaran Tarif f,;1enumpang Uji Berkala 

Pasal31 
(1) Setiap kendaraan wajib uji yang men um pang uji keluar wilayah daerah 

wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang rnernbidanqi . 
Perhubungan dari daerah asal. . 

(2) Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk rnendapatkan Surat Penentuan 

Jenis Kendaraan (SPJK) I Surat Penentuan Sifat Kenrlaraan (SPSK) serta 

Surat Rekornendasi menumpanq uji keluar wilayal ·, ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas. 

(3) Atas pemberian pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) 

dikenakan biaya sebes ar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). 

(4) Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji dari wilayah/daerah lain, 

wajib melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi 

: · . Perhubungan dari daerah asal dan dikenakan biaya tambahan sebesar 

! , Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disamping tarif retribusi sebagaimana 
. J. 

'.' 1 dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah lni .. 

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatas, disetor ke Kas 
. .·-f.2-::,, 

Daerah. · · . 
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Rp 2.000, 
Rp 2.500, 
Rp 3.000, 
Rp 4.000,- 

a. Sarnpai dengan 25 liter sebesar 
b. Lebih d2ri 25 liter s/d 50 liter sebesar 
c. Lebih dari 50 .iter s/d 150 liter sebesar 
d. Lebih dari 'EiO liter sebesar 

1. Alat pernadam kebakaran yang berisi busa super busa dan 
sejenisnya : 

(2) Besarnya tarif retribu:» ditetapkan sebagai berikut : 

A Retribusi pemeril<saan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk 
konsumen · · dan r-:crni!ik alat pemadam kebakaran, setiap tahun 
ditetapkan sebaqai berikut: ., ' .. : 

Paraqraf 1 
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Ret-ibusi 

Pasal36 
~:-i'c·-(1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan struktur dan bert.rnya tarif retribusi 

pemeriksaan alat pemadarn kebakaran didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian aiau sama dengan biaya per.yediaan peralatan, 
perneriksaan/penqecekan, pengisian dan penyediaan racun api, sege!, 
transportasi dalam rangka pengavvasan dan pengendalian serta biava 
operasional dan perneliharaan. 

Tingkat penggunaan jasa perneriksaan alat · oemadarn kebakaran diukur 
berdasarkan jenis a lat, uku, an -:ilat dan frekuensi. 

.-.~Of 
Pa3a! 35 

Pasal 34 . 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau oadan yang mernanfaatxan 
pe.ayanan perneriksaan dan/atau . pengujian alat pemadam kebakaran, 
penanggulangan kebakaran dan alat penyelarnatc-i jiwa yanif dimiliki dan/atau 
dipergunakan oleh masyarakat. 

Kebakaran dipungut retrihusi ata~ Pengganti Biava Perneriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran yang disel~nggaraka.n uleh Pemerintah Da~rah. 

(2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Al~t·_. Pemadam Kebakaran sebaqairnana 
dirnaksud pada Pasa! 4 huruf "h" adelah pelayanan pemeriksaan dan/atau 
p mqujian aiat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan 
alat penyelarnatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan · kebakaran dan alat-alat 
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

1 
Perneriksaan Alat Pen iadarn 

Pcts21!33 
i'etribus1 Pemeriksaan (1) Deng an nama 

Bagi;::n1 Kedolapan : .: .... : ,:.:.- 
Rf=TRIBU31 PEMERIK:S/Vd'\1 /.!.LAT PEMADAM KEBAKARArJ 

Paraqraf 1 .. _. ' · . 
NamB1 Obyok dan Subyek Retribual.. 

. . . 
' ..... 

• Z4. 



R.p. 6.--/m2 
Rp. 8.-/rn2 

Rp. 1Q ... /m2 1. Sarnpa: dengan i 0.000 m2 
2. Lebih dari 1 O.OOC m2 s/d 40.000 rn2 
3. Lebih dari 40.()00 1 n2 

D. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pa · 3 

pelaksanaan pekerjaan banqunan : 

c. Lebih dari LJO. 000 rr/ 

Rp 20,- I m2 

Rp 15,· I m:2 

R p 1 0 , · I n-/ 

3. Sp!ingker Otomatis : 
a. Sarnpai dr0ngan ·10.000 11/ 
b. Lebih dari 1 u.000 m2 s/d 40. 000 m2 

R . -· I 2 .p ·i~, .. nr 

F<p 10,- I,,/ 

2. Alarm Otomatis : 

a. Sarnpai denqan i 0.000 rn2 

b. Lebih dar: 10.000 n} 

1. Hydrant dan House Real sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus 
rupiah). 

C. Retribusi penelitian rencana · · dan pengawasan akhir pemasangan 
hydrant kebakaran sistern pemancar air sprink/eldrencer dan alarm 
sebesar : . 

penggantian bahan bakar selarna berlangsungnya pemompaan 
sebesar Rp 'i5.0~0,-; #itJra belas ribu rupiah). 

5. Selain pernunqutan tersebut pada angka ·1, 2, 3 clan 4 diatas, 
dikenakan punoutan uang kilometer i.ntuk s ... :tiap unit dihitu11D dari 
pemberanqkatan mobil unit pernadam kebakaran sarnpai ternpat 
yang dituju untuk jarak pulang pergi sobesar Rp 500,- (lima ratus 
rupiah) per kilometer. 

'4~ 
4. Bantuan khusus pernompaan tanpa . bantuan penjaga terrnasuk 

. ' 

3. Bantuan pemompaan selama berJangsungnya bantuan penjagaan 
tersebut pada c31gka 1 · dan 2 diatas, termasuk penqqantian harga 
bahan bakar selarna berlanqsunqnya pemornpaan sebesar 
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

B. Pernanfaatan Mobil Pompa : 

1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat korne.sial kepada swasta 
selama 24 jam atau kurang sebesar Rp 25.0C(),- (dua puluh lirna 
ribu rupiah). 

2. Bantuan penjaqaar: yang bersifat non kornersial kepada swasta dan 
instansi pcrnerintah diluar Pernerintah Kabupaten Tapanuli Utara 
selarna 24 jam i::lc.111 kurang setiap unit sebesar Rp 15.000,- (lima 
belas rihu rupiah). 

Rp 4.000, 
Rp 5.000, 
Rp 6.000,- 

b. l.ebih da,i 6 kg s/d 20 kg sebesar 
c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg scbesar 
d. L.ebih dari ·150 kg sebesar 

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya : 

ci . Sarnuai ck::ni)a11 6 k~! sebesar Rp 3.000,- 

- ,.. ....... 

r 



NO. JENIS 
T ----·--------·-· 

·~ 
· BENTUK 

-·-· 
DIGITAL CETAK I LEMBAR 

(Ukuran) 
~- . -- 

' A1 A2 A3 . ' ' 

1 Peta foto I Rp. 950.000,- Rn. 450.000,- Rp. 225.000,- Rp. 45.000,- 

2 Peta dasar Rp. 750.000,· Rp. 450.000,- Rp. 225.000,- Rp. 45.000,- 

: Peca tematik Rp. 550.000,- Rp. 450.000,· Rp. 225.000,- Rp. 45.000,- 
- 

4 Peta teknik Rp. 550.000,- Rp. 450.000,- . Rp. 225.000,- Rp. 45.000,- 
-----· - ---- 

(3) Besarnya tarif retribusi Penggantian biaya Cetak Peta, ditetapkan sebagai 
berikut : 

Paragraf 2 
Prinsip, Saran dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal40' 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur clan besarnya tarif retribusi 

penggantian biaya cetak peta adalah bertujuan unti 1K mengganti biaya 
adrninistrasi, biaya cetak peta dan pembinaan serta penqawasan. 

>tf;~::~! .. .-(2) Prinsip dalam penetapan tarif penggantian biaya ce.r.k peta didasarkan 

pada kebijakan Pc.nerintah . Daerah dengan memperhatikan biaya 
renyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan komponen biaya retribusi. 

Tinokat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta berdasarkan jumlah, 

ukuran dan jenis peta. 

Pasal 39 

Pasa!38 
Su'iyek Retribusi adalah orang pribadi atau b..dan yz:ng mendapatk..n jasa 

pelayanan cetak peta dari Pemerintah Oaerah. 

Baqian Kesombllan 
RETRIBUSI PENGG/'-,1\lTIAN BIAVA CETAr( PETA 

Paraqraf 1 
Narna, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal37 

(1) Deng an nama retribusi Per,gganti Bia ya Cetak Peta dipungut retrlbusi atas 
0engganti Biaya Cetak Peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebaqaimana dimaksud pada 

Pasal 4 huruf "i" adalah penyediaa.i peta yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah meliputi : 

a. Peta Kabupaten ; 

b. Peta Rencana Tata l~uang Wilayah Kabupaten dan Peta sejenis lainnya: · 

c. Peta Kecamatan. 

- 26 • · 



Bagian Kesebelas 
RETRIBUSI PENG'JLJ!,HAN LIMBAH GAIR 

Paragraf 1 
Nama, Obyok dan Subyek Retribusi 

P;J.Sc\i 45 
(1) Deng an nama retribusi Pr nqolahan i.imbah Cair dipungut retribusi alas 

Pengganti Biaya Pengolahan Limbah Cair yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

clan Tempat Dagang 
b. Kantor Pemer!ntah/Swasta Rp 100.000,-/tangki 

C. Hotel/Penginapan (Mess), Bioskop, Gudang, Rp 150.000,-/tangki 

Restoran, Pasar dan Terminal 

d. Bangunan lain yang berfungsi sosial, Rp 50.000,-/tangki 
Sekolah, Rumah Sakit 

75.000,-/tangki a. Un.uk bangunan ternpat tinggai Rumah Rp 
Tangga Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan 

·. . (2) 
,t!f;:. 'J-,; 

tinja 

dan mengganti biaya adrninistrasi penqurusan perawatan mesin 
pembuangan tinja ke tempat yang telah ditentukan, 
Besarnya tarif retribusi untuk' setiap penyedotan/penqbisapan 
ditetapkan sebagai berikut: 

rll~ 
Penyedotan Kakus 

Pasal 43 

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau 
berdasarkan jenis bangunan dan volume.' 

·~ .. 
Paraqraf 2 · 

Prinsip dan Besaran Tarif Reribusi 
Pasa144 

(1) Prinsip Penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk 

Subyek Retribusi adalah orr-nq pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan 
penyedotan Kakus/Jamban/Septik Tank. 

Pas al 42 · 

Gasian Kcsopuluh · 
. RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS 

Parag:af 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi · 

Pasal 41 
(1) Dengan nama retribusi ~Jenyedotan Kakus dipungut retribusi bagi orang 

pribadi atau badan yang menerima pelayanan penvediaan dan/atau 
penyedotan Kakus yang diselenggarakan o.en Pernerintoh Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Penyecotan Kakus adalah sebaqaima: ia dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf "j" adalah setiap pelayanan yang disediakan dan/atau 
penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui 
penyedotan tinja dari Septik Tank. 
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" . Paragraf 3 
Pemeriksaan 

Pasal49 
(1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh 

· Petugas Ahli. ,: .; • 

(2) Apabila dalam pemeriksaan sebaqaiman.i dimaksud pad a ayat (:) 
tersebut dapat rnenqalcibatkan/rnenmbulkan kerusakan lingkungan hidup, 

. . : : ·,.I• 

rnaka Pernerintah Daerah dapat rnelakukan tindakan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlak.r. 

Rp 50.000,-/bulan 
Rp 1.000,-/bulan 

- Menengah 
- Besar 

c. Limbah cair rumah tangga 

Rp 10.000,-/bulan 

Rp 25.000,-/bulan 

(1) Prinsip dan sasaran peietapan struktur dan besarnya tarif rctribusi 
pengolahan limbah cair didasarkan pada tujuan untuk rnemperoleh 
keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya adrninistrasi, 
pengangkutan, pen~ol:'.hztn, pengawasan dan pembinaan. 

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 
~,: :f .. : a. Lim bah cair pertokoan I perkantoran ~P 2.000,-/bulan 

b. Limbah cair industri 
- Kecil 

, Paraqraf - 2, :· .. .. . 1: ,, :. 

Prlnslp, Sasaran dan ~s'a·~~n Tarif Retribusi 
Pasal48 

1 ~ ' 

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Gair berdasarkan lokasi cJan 
waktu. 

Pasal 47 . , 
\: ;' 

Pasal46 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai I menggunakan 
fasilitas pengolahan limbah cair . 

(3) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) adalah pelayanan penqolahan limbah cair yang 
dimiliki atau dikelcla oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak 

I 

Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke 
drainase, sungai dan tanah. 

(2) Obyek Retribusi Penqotahan Limbah Gair sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 4 huruf "k" adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, 
perkantoran dan industri.. yang disediakan, · dimiliki dan/atau dikelola 

. - - ' ' 
secara khusus oleh Perrierlntah ,: Dae·rah ,·,;dalam bentuk instalasi 
pengolahan limbah cair. 
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(3) ldentitas hul.um terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain : 

a. Nama pemilik Menara T elekomunikasi ; 

b. Lokasi Menara Telekomunikasi ; 

b. Penanqkai petir; 

c. Catu daya ; 

d. Lampu ha!angan penerbangan (Aviation Obstruction Light) ; 

8. Marka ha!angan pcnerbangan (Aviation Obstruction Marking). 

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) antara !ain : 

a. Pentanahan (grounding) ; 

Pasal 5? 
(1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi denqan sarana pendukung dan 

identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

a. Lokasi pembangunan menara wajib merigikuti tata ruang wilayah 
Kaoupaten Tapanuli Utara ; 

b. Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI unttik menjamin 
keselamatan bangunan dan lingkungan dengan rnemperhitrnqkan 
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi 
menara. 

a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau 

b. Bukan Penyefenggara Telekomunikasi.· · 

(3) Pembangunan menara oleh _J)enyedia menara sebagaimana dimaksud 
pada ~yat (1 ), dilai<S3!13kan·ti'reh penyedia jasa konstrui<si. 

Pa, agraf 2 
Pernbanqunan Menara 

Pasal 51 ': 
(1) Menara disediakan oleh penyedia menara. 

(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meru'pakan : 
. ' . 

(1) Pembangunan Menara Telekornunikr.si harus mernuik: ljin Mendirikan 
Bangunan Menara dari Bupati atau Pejabat '.'ang ditunji.k oleh Bupati. 

(2) Pemberian ljin Mendirikan Bangunan Menara w2WJ rnemperhatikan 
ketentuan tentang tata ruang wilayah. 3 

(3) Pemberian ljin Me:idirikan Menara dilaksanakan · melalui pelayanan 
perijinan terpadu. 

Baqian Keduabelas 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS! 

Paraqraf 1 
Perijinan Pernbanqunan Mcnara Telekomunikasi 

Pasa! so 
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Tidak melampaui ketinggian rnaksimum · selubung bangunan 
gedung yang Jiijinkan. 

!• 

' !\;''t•l:{,. • ' .. r • ~ ~ r 

f<etinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari permukaan 
.'l ' 

atap bangunan gedung. 
.. :~ '.'. , Id ! : ,J IL ; '> I \ ~ ·,If 

a. Diatas bangunan gedung, dengan ketentuan: 

(1) Penyelenggara telekomunikasi dap'a't rnenerr patkan antena : 
Pasal55 

(3) ljin Mendirikan Bangunan Menara dapat diberikan setelah jurnlah retriousi 
yang ditetapkan untuk itu dilunasi. 

(4) ljin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 

/r • • ' 

, \ I " : ~ ~ ', 

e. ljin Gangguan. 

d. Desain dan peto lokasi bangunan menara; 

Paragraf 3 
Tata Cara Perijinan Pernbanqunan Menara 

Pasal54 
(1) Perrnohonan ljin Mendirikan Bangunan Menara diajuka~· oleh penyedia 

menara secara tertulis kepaca Bupati. 

(2) Permohonan ljin Mendirikal)<~angunan Menara sebaqairnana dirnaksud 
pad a ayat (1) rnelampirkan persyaratan I dokumen sebagai berikut : 

a. Status pernilikan atas tar ah dan banquna , (Surat Perjanjian Kontrak) : 

b. Rekomendasi dari Lurnh/Kepala Desa, Camat dan lnstansi Terkait 
untuk kawasan, sifat clan peruntukannya ; 

c. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah dis.:1i1k:Jri 
oleh Departernen Hukum dan HAM ; 

Pasal53 
(1) Pemerintah Dae rah menetapkan zona larangan bagi pembangunan 

menara yang diatur dalam tala ruang wilayah. 

(2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), tidak mernbatasi hak masyarakat untuk mendapatkan lavarvm 
telekomunikasi pada zona tersebut. 

(4) Penyedia atau pengeiola menara bertanggu1g jawab sepenuh ya atas 
segala kerugian yang timbu' akibatpernbanqunan menara. 

• .I 

c. Tin0gi Menara Telekornunikasi ;.·,. 

d. Tahun pembuatan/pemasanqan Menara Telekomunikasi ; 

e. Kontraktor Menara Telekomunikasi ; ,, .. ty~, _.;~)~'.·!n; 1 , ,.,;. 
. . ' . 

f. Beban maksimum Menara Tel~komunfk·a'si:L 1Yf~. s --~ .. : · · 
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Paragraf 4 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 57 
(1) Dengan nama retribusi i:i _;ngendal1an MenE!ra Telekomunikasi dipungut 

retribusi atas Bia/a Pengendalian Mer ara Telekornunikasi yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Permohonan ijin sebaqaimana. dimaksud pada ayat (2), untuk setiap 
. -·-:;ff 

rnenara dilampiri persy2rataK sebagai berikut :, -_.::: .. 

a. Su-at kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain ; 

b. Bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian/kontrak antara pemilik tanah 

dengan perusahaan ; 

c. Surat pernyalaan sanggup menqqauti kerugian kepada warga 

masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh 
~' .r·, keberadaan menara telekomunikasi yanq dibangun dan dioperasikan ; 

d. Surt.t pernyataan kesanqqupan rnernbayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) atasnarna perusahaan sesuai denqan ketetapan kantor pajak ; 

e. Fotokopi IMB menara ; 

f. Gambar teknis, meliputi peta situasi lokas., site plan, denah bangunan 

1 : 100, tampak/potonqan/rencana pondasi 1 : 100, perhitunqan 

struktur/konstruksi, titik koordinat dan grounding (penangkal petir) ; 

~- Bukti lunas PBB tahun terakhir atasnama perusahaan/penyelenggara ; 

h. Bukti lunas Retribusi tahun terakhir ; 

dan evaluasi secara teknis oleh Tim . 
. . ! ; ~ . • , '• ;1~ I 

' I 

(3) ijin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selarna 5 (lima) tahun dan 

dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian 

..... •' . 
jt• .... ,. • .,,, ! ,!' 1 • ..-1::i' ·,., 

operasional menara telekomunikasi 

(2) 1jin Operasional fVie11c1ra Telekomunikasi dikeluarkan oleh lnstansi Tehnis 

Terkait atasnarna Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Bupati. 

ijin memiliki wajib pengoperasian (1) Setiap 
. ·' . :1 

meria.ra"" telekomunikasi 

. .. '. Pasal56 

'· 
(2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf "a" dan 

huruf "b" tidak memerlukan ijin mendirikan bangunan monara. 

Konstruksi banqunan gedung mampu mendukung beban antena; 
dan/atau. 

b. Dapat melekat pada banqunan lainnyc· seperti papan rekla_me, tiang 
lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi 
bangunannya marnpu mendukung beban antena. 

• '.l 1 - 
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I· 
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;.,, memadai oleh pihak :::;wasta. 

b. Pelays.nan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

a. Pelayanan dengan rnenggunakan/memanfaatkan. kekayaan daerah yang 
.I.' 'f t • I :; I 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau ,. 
. . : . ::. . t •' ,:. .t : • ~ ' :., ; • ~ ~ : 

BUKU H 

RETRIBUSI JASA USAHA 

P.:isal 61 
1 · ~· , · , i l i ~ r, ,,,.. · 

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah .,pe!ayanan yang disediakan Pemerintah 
. : . . ! '•( !,· .. ,' ·· ... 

Daerah dengan menganut prinsip komersia/ yang meliputi : 
. . ~: :· .. : 

- '-f' 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengendalian rnenara 
telekomunikasi di dasarkap~ada tujuan u-ituk menutup sebagian atau 
sama dengan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi 
dan biaya pengawasan. 

(3) Besarnya retribusi ljin Mendirikan Banqi.nan Menara Telekomunikasi 
disesuaikan dengan tarif retribus: penqurusan Retribusi ljin Menc!irikan 
Bangunan (I MB) sebaqaimana pasal 125 Peraturan Dae rah ini. 

(4) Besarnya retribusi Operasional Menara Te.ekomunikasi yang ditetapkan 
-.::~: :··. 2% (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan rnen.ira telekomunikasi, 
yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan 
pengendalian rnenara telekomunikasi. 

penqawasan operasional menara. 

Paragraf 4 
Prinsip, Sas.tran dan Bosaran Tarif Retribusi 

Pasai60 
(1) Prinsip penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah untuk 

mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, 

Tir,gkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur 
berdasarkan atas peiavanan pengendalian, pengawasan dan pemberian '. 1sa 
keamanan. 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai I 
menggunakan fasilitas Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Pasal 59 

Pasal 58 

I_; '• . '-. -· 

('?) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 4 huruf ,''.!". adalah pemanfaatan ruang untuk rnenara 

. telekomunikasi dengan memp~r~atikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
··, 

kepentingan umum. 
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a. Tanah pemasangan kabel dan pipa salura.i air limbah/Reinas:: ,· 

-1.r:::1,_,: b. Tanah pemasangan papan reklame ; 
c. Tanah pemasanq sn kain rentanc/spandi.k : 
d. Tanah pembuatan jalan ke Perusahaan atau lndustri; 
e. Tanah pernbuatan jalan ke pompa bensin ; 
f. Pemakaian tanah untuk mendirikan . warung, depot dan banqun an 

permanen/tidak permanen ; 
g. Pemakaian tan ah untuk pertanian ; 
h. Pemakaian gedun9 ; 
i. Pemakaian gedung rumah dinas ; 
j. Pernakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ; 
k. Pemakaian mobil Ambulance; 

I. Pernakaian Sound System dan peralatan hinnya. 

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah 
a. Penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut ; 
b. Pemakaian Kekayaan Daerah yang sifatnya Pelayanan Sosial dan 

Bencana Alam. 

t '. ", ;~ ~ I ~ ' r '. • I . : ' -: • • 1 ! dari: 

\ 
. I 

Paragraf 1 
Nama, Obyek clan Subyek Retrlbi.sl .,.,.. 

~ 'L. J{· ·: · ."". -, ·· 1J.~ ! ·!·.:..,. .1.: ::; .: ··i 
Pasal63 · · 

(1) Dengan nama retribusi ~J~kaian Kekayaan Dae rah dipungut retribusi 
atas Pemakaian Kekayaan · Daerah yang diselenggarakan oleh 
Pernerintah Oaerah. 

(2) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 huruf "a" adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri 

: ic_ ..... ' '. ! ..... l. 

Baa;an Pertama 
.. : i • ~ I ,. i , ' ~ . . • ~ _; <. : ' .. I 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ; 

c. Retribusi Terminal ; 

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

e. Retribusi Ternpat Penginapan (Mess) I Mess 

f. Retribusi Rumah Poton j Hewan ; ·. 

g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ; 

h. Retribusi Tempat Re+reasi dan Olah Raga ; 

i. Retribusi Penyeberanqan di Air ; 

j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. v 

a. Retribus: Pernakaian Kekayaan Daerah ; 

Pasal 62 
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah : · 
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(5) Biaya sebaqairnana 'iimaksud pada ayat (4) huruf "a", rneliputi : 
a. Biaya operasional langsung yang rnelipu.i biaya belanja pegawai tidak 

tetap, belanja barang, .. belanja pemeliharaan, sewa tanah dan 
bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yar-19 
berkaitan langsung Jengan penyediaan jasa ; 

b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umurn clan biaya 
lainnya yang rnendukunq penyediaan jasa ; 

c. Biaya modal yan9 berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap can 
aktiva tainnya y;Jng borjanqka menengah dan panjang yang meliputi 
angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan 
penyusutan aset ; 

d. Biaya-biaya lainnya yang; berhubungan dengan penyediaan jasa 
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. 

(6) Keuntungan sebaqaimana dimaksud pada avat (4) huruf "b", ditetapkan 
dalam persentase tertentu dad' total. biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (ti), dan dari modal. 

~:::, . •(';, 

(4) Dalam ha! ini tarif pasar yang berlaku sulit di.ernukan/dipe.oteh, maka tarif 
ditetapkan sebagai jurnlah pernbayaran pP. satuan unit pelayanan/jasa 
yang merupakan jurnlah unsur-unsur tarif yang meliputi . 

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa. 
b. Unsur keuntungar. yang dikehendaki per satuan jas a. 

Ill~ 
(2) Tarif Retrbusi digo!ongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan 

Jan jangka waktu pc11?kai;:.:..n. 

(3) Besarnya tarif ditetapkan G"~asarkan tarif pasar yang berlaku di \JVilayah 
Daerah atau sekitarnya. 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tanf retribusi 
pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi 
pada harga pasar. 

Prinsip, Struktur dan Bcs aran Tarif R:tribusi 
Pas al 66 

. • . j •. 

Paraqraf 2 

Pasal 65 

Tingkat penggunaan retribusi jasa : 
0Pemakaia·n 

'1 Kekayaan Dae rah diukur 
, 

1 
•' ' I ~ > I ; 

berdasarkan jenis, jurnlah dan jangka .. waktu penggi.maan. 

Subyek Retribusi adaiah orantj. pribadi a UL. badan yang memperoleh, 
memanfr atkan can rnen~irJun:::l<an Kekayaan Dr.erah yang diukur berdasarkan 
Jonis Kekayaan Daerah dan Janoka VVaktu pemakaian Kekayaan Daerah. 

~-~ .. ,. '. 
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400.000/hari Rp. 
5. Balai Data Atas - JI. Letjend Suprapto : 

(Khusus Masyarakat dan Lembaga) 

400.000/hai·i 
400.000/hari 
350.000/hari 
400.000/hari 
450.000/hari 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 

550.000/hari 
450.000/hari 
400.000/hari 
350.000/hari 
350.000/hari 
650.000/hari 

, .. Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

./' 

3. Gedung Nasional 
a. Acara adat 
b. Pemerintahan 
c. Orpol/Ormas 
d. Keagamaan 
e. Olah Raga 
f. Hiburan 

4. Balai Data J!n. Sisingamangaraja 
a. Pemerintahan 
b. Orpol/Ormas 
c. Keaqamaan 
d. Olah raga Rinqan (Catur dll) 
e. Hiburan 

650.000/hari 
450.000/hari 
450.000/hari 
400.000/hari 
400.000/h 'ri 
700.000/hari 

. 
•I • . :tj· 

, Rp. 
' . 

. Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

650.000/hari 
1. Sopo Partunqkoan : 

a. Ruang dalam bagian atas<-,\. 

2. Gedung Serbaguna : 
a. Acara adat 
b. Pernerintahun 
c. Orpol/Ormas 
d. Keagamaan 
e. Oiahraga 
f. Hiburan 

b. Tanah pernbuatan jalan ke ; P.er·Jsahaan atau ir.dustri, '. Rp 3.000,- 
/tahun/meter panjang. ) 

c. Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin, Rp 3.000,· /tahun/rn2. . . ..... · 

d. Tarrah :pemasangan kabel dan pipa saluran air limbah/Reinase, 
f ' 1,!: ·~ .·. . ; , ~ .. ~ . l~'"") ' 

Rp. 1.000,-/m. 
l"" [ L~ 

e. Pemakaian. tanah untuk rnendlrikan warung, · depot dan · bangunan 
', . !._. .,~:~ ~ '' I ,.:j~.J\, - · _.; ,!°'!r' - I 

perrnanen/tidak permanen :~ <1\·, .. ·1·,,., ,1 
1, 

: · • 
, ••:~ ,1, ' ...... , ~-· ·,.1' ',(.,;, ~. J , ,t .) 

Kelas I dalam pekan . · Rp 3.000,-/m2 
1 f I I. ( ', ~ , ' 

Kelas 1_ ldalam pekan ~......................... Rp 5.500,-/m2 

Kelas II iuar pekan Rp 2.700,-/m2 
• : • • ':.,., • ._i -.: '' •••• ~ "'. \ 

· ..:. · Ke las '.11 luar pekan ·.. ··" . . . . Rp 4. 500 ,-/m2 
')' r:, ..... ,i · :,?;,,'.·:; -,· · · ---- df.rc1n·n ~,1r1,· -~'\"! '-i0fti :::.; , · - Kelas~III dalam oekan :" .. ·: ."' :···.: ; ,:_. _................ Rp 2.500,-/m2 
1 ·,._-,.· : •. . ' • . . . . i .. . .. ' ' . ....~ : j 

• ..:.•.:,j Kelas HI luar pekan . .. :·: : _;·:·;:-;.................... Rp 3.500,-/m2 

P·e~ak~i~~ tan ah untuk pert~ni~n, Rp 1 UO,-;t~ht.in/m~_,bagi petani dan 
Rp ·1.000,-/tahun/m2 uagi usaha (Agro) di bidang pertanian . · 

r .. :; .. ! , ·~\!:.·;~;.. · ... :~;~_:_~:'.:'i_l·~,·.·.:_ .. ·, .; !,'>·I[.·)···.· , , 
• ., •1 ·d.;1 ~:-1,.._.:.i~~ ~.,,.Li :~rr~ · i.1.;i'.:.\. · , ... 

Untuk pemakaian~e'aung -~" \;·; ,,, ·, r. , , 
.,·.,:: • ~:, • 1 I •: { ~~ ' • 

bertangan reklarne. · 
a. Tanah pemasangan reklame .Bilbord/Baliho, Rp 25.0JO,-/ta,hun/meter 

(7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), (2) dan 
(3) ditetapkan sebagai ber'kuti- · r .. ,·; ' .. , .... , . 
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i. Bus Pemda ... ./37,- 

25.000/buah/hari 

15.000/buah/hari 

25.000/buah/hari 

2.000.000/hari 

3.000.000/hari 

300.000/hari 

500.000/ ari 

1.500.000/hari 

2.000.000/hari 

10.000.000/hari 

3.000/jam Rp.· 

•v 

, . 20. Panggung knock down .-,· ; ·(' ~~ 1 
• , • \ 1., J . .- • \' • I ! : '• . , ', -,1 ,,,l l 

21. Sepeda Air 

I. 

I 
1. 

·:. 

16. Pentas Mini · 

15. Pentas Besar 

... _. 

Rp. 
, .. """~ -; ~.11.r, ~ !: :-·~ ;~-_,1,1·~~ 

• ·~ l ":-' ·~ .... . ..... .. . R :.:-·; p. 
:~. '1'":, ,1"!7· • • • ,r 

17. Genset 3.000 s/d 5.CJOO watt'.''.. . · : , ;, ,. · · R 
· · . 1 - • /" -asa, .: rn· .. ,- c"'l'i ' p. ~ '• .. ·,1~. ·,. ~ •. ! ~, .,. ~ "~ ... ( 

,8. Genset 5.000 s/d 15.000 wat~,,1• Pi,r.:er \'.,rm+ itRp. 
• ', • • \ • I ' ·~ 

19. Genset 20.000 watt keatas ~ai:ntah _c·,..c.:; . 

Rp 
Rp. 

·Rp. 
Rp. .-.\- Rp I 

,lc..t.''"Z-r.- 11. Meja Rapat 

12. Meja Bundar Biasa 

13. Meja Bundar Besar 

14. Pentas Kecil 

Rp . 3.000/buah/hari 

Rp. 100.000/set 

200. 000/setlh a ri 

600.000/hari . 

2.000.000/hari 

1.000.000/hari 

·~ 
500.000/hari 

\. \•. 'l I 
r :'·. 

2.000.000/hari 

1.000.000/hari 

. 
Rp: 

Rp. 

. ·. 

• 

~- Sound System (> 20.000 watt) 
ti, 

1. Peralatan Keyboard 

5 ... Band dan Sound System 
~ 

6. Penqeras suara blasa 
. 

7. Kursi lipat 

8. Kursi plastik 

9. Kursi Cytos 
. ~ ~ . 

10. Kursi Tamu + Meja 

. ' - 

:... ......... •'" 
J ....... , t i_J ~! .. h. Peralatan lainnya : 

8. Lapanqan Terminal fVladya Tarutung : 

a. Keperluan yang bersifat _"sosial I' arnal 
(si,:i'ng I ma lam) . . . . 

. . - r. . ... , .... ,. ,t.,' "':l. ,- r,:.-,, .. 
c. Keperluan .. yang · · bersifat · komersil · · · 1 

pertunjukan I hiburan (siang/malam) y •• : , 

. . . ,. . \ _'"': ~ ; 

' .· ,),-\ I . . i f' .I · l ·,. . l· 

. 
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r..p. 1.000.GOO/hari 
. ' rll~ 

Rp. 500. 000/hari 

. ' Rp . 3.500.000/hari 

Rp. 200.000/hari 

Rp. 2.000/buah/hari 
'I 

Rp. I 1.000/buah/hari 

1. Teratak · · Rp. 
.. ,, 

2. Sound System lengkap (10.000 s/G 20.000 Rp. 
watt) 

6: l.apanqan Stadion ., ... : .. , : . r. 
a. Keperluan.. ·yang · bersifat "sosial / -'11 nal .. i•I '!. 

(siang I malarn) . . ·• · · Rp. 
b. Keperluan yang bersifat· ·> komersil. ·.-t : r: i 

pertt.injukan I hiburan (sianq/malam) -~·-,:;,' :;-_.· Rp." 
0• 
". I' ~-0::~f-, :,. ··f, !:!•,, .. t; ~~ 

7. Lapangan Ganto!e di Kecamatan Muara · Rp .. 



(2) · Obyek - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 62 huruf "b" adalah penyediaan fasilitas Grosir 
barbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, 
yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

· . Bagian Kedua 
. I 

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERfOKOAN 
Paragraf · 1 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
· Pasal. 67 

(1) Denqan nama retribusi Pasar Grosir dan. I atau. Pertokoan dipungut 
retribusi atas Pengganti Biaya Pasar Grosir dan I atau Pertokoan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. . ,· 

457.700/Ha 
snS.600/Ha 
538.700/Ha 
508.600/Ha 

200.000/hari 

500.000/hari 
400.000/hari 
300.000/hari · 

- Biaya Pengolahan pertama 
·; : , ··:, ;:.,: .... 

, .. .. . ..Rp. 
! 1 ; .- I~ 

- Biaya Pengolahan kedua .. · 1 :. , •.• , · • ...... Rp. 
: • · ' ' J ' ft- ... 1 :i !, J . ' ~ • • ' 

- g;aya Pengolahan ketiga ·· Rp. 
- Penqolahan Lanjutan ( selesai Panen) Rp. 

' '. 1\i t . .r 11 fl I .... ·-~-(' . 
,tf;·: .. t.·· m. Dump Truck 3-4 m3 (Pemakaian minimal 2 jam Rp. 

dan ma.csirnal 8 jam/hari) 

'; -~·· ~ . • I. T1 aktor : . 

.. Rp. ~,, 400.000/hari 
.*':,:. 

<'·· •• 

. 500.000/hari 

500.000/hari 

750.000/hari 

750.000/hari 

100.000/hari 
200.000/hari 

400.000/hari 
50,0.000/l .ari 
400.000/hari 
300.000/hari 

Rp. 
Rp. 
Rp 

- Pemerintahan 
- Kemasyarakatan 
- Orpol/Ormas 
- Keagamaan 

,l ' I, 

b. Excavator (Pernakaian minimal 2 jam dan · 
maksimal 8 jam/hari) R p. 

c. Mobil Truk TORADO (Pemakaian minimal 2 
_ jam dan maksimal 8 jam/hari) ' Rp. 

-' d. Becho Loader (Pernakaian minimal 2 jam dan . 
. maksirnal 8 jam/hari) _ Rp. 
e. Greider ·. (Pemakaian · minimal · 2 jam dan · 

maksimal 8 jarn/hari . · ·_ · . · . ~p. 
,j~-·· ·~ :•t ~.-\.~;i c·~· .•.. :1.;a ....... i. 

k. Kapal Motor Air Pemda di Kee. Muara . , .. 

_,·.1 ·,: • -, , ..... _, .• Rp. 
,l~-;:: , • , f , f I J 111-a , 

. Rp. 

j. Pemakaian 'Alat-alat be rat: 
a. Mesin Gilas : 

·· - 2 s/d 5 ton : 
- 6 s/d 10 ton 

. ' I · 

Rp. 
Rp. . ,~,r., 

. Rp. 
Rp 

i. Bus Pemda : 
- Pemerintahan · 
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. 
- Kernasyarakatan 

Orpol/Ormas 
Keagamaan 



Bagian Keernpat .... ./40,- 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi cidasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang tayak sebagai pengganfr biaya pengadaan 
minitoring dan pengawasan operasional serta pembinaan 

(2) Besarnya tarif Retribusi untuk 'jenis [asa t.elayanan di daiam Terminal 
ditetapkan sebagai berik~t: . j-.::: . ; ., ' . 
a. Tempat parkir untuk kendaraan penumpanq umum d~ry Bis Umum : 

1. Bus AKAP kelas Executive . . -----:------------- rb 2.000,- 
, 2. Bus AKAP kelas Ekonornin 1;~ , .-------~-.,~--·-------~~p 1.500, 

. , , . 3. Bus Antar Kota Dalam Provinsi, .... ----------.----:---:--- Rp 1.000,: 
• ,. t J. I ••• I, . J I 11 

4. Non Bus Antar Kota · '. ::\;-.,~~f\; -----~--::---~-----~ Rp 2:000,- 

< 5_. ,~~pe~.{angkot ':.-:i(:1. < ;--~;~:-~.--~~---:-~~ Rp 2.000,- · 
'. . .·. ,. . 

I ·1,1' • :(, '1•r' ' . ', ( ..:., :~~-I Hr' ( : •... ·'-', < . ' 

b·. Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket :'"'· I . ··• . 
' \_ !P··•j 1,~. ~ , • . . . . 

. '. - ~:;'ewa''Lahan Kies _ _: Rp 5.000.- /hari 
' _)1 ,.- ,•, f).·.>,1,,, .. •l ~ . • . \. . 

· • · ·- - Restoran · ------------------ Rp.· 7.500,- /hari 
J' .- · f I l • • \ -. '\ ~ 4 , 

. •·':.."Sewa Laban Ruko . ----------;'."-------- Rp 10.000,- /ha: 
i . • •. : . ' ' . -1 . ", • l, : .~ . ·. I ~ • : . - Sewa Loket/Ruanqan · . "· ~,. ,. }) _r ·.,. --------i·---~~------ Rp 40.000,- /hari 

' . . . ' . . ' "' .. , . 
t • ,. • "•,:· . • 

c. Fasilitas Lainnya : 
1 '. J11sa pelayanan Ka mar. Mandi · _ 
2. Jasa pelayanan Pencucia~ M_obil · 

. •,, ti 
Paraqraf 2 

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tcrif Retrlbusi 
· • • 

4 
• · Pas"a' 7 4 ·: · ; . 

Tingr<at penggunaan jasa terminal' -'diukur berdasarkan frekuensi, jenis 
kendaraan dan jangka waktu penggunaan terminal. 

,- , ') Pasal 73 

Pasal 72 
Sul.yek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa 
pelayanan terminal. 

Perneriutah, .BUMN, BUMD. 

(4) Dikecualikan _dari Obyek Retribusi'Termlnal sebaqairnana dimaksud pada 
ayat (1) adaiah terminal yang disediakan, Jimiliki dan/atau dikelola oleh 

... I 

3. Jasa pelayanan Pencucian Mobil.' , r · , .. · . 
• '- 1, , ( , I J' ,r • • .' 

• t .. ' i .. 

• c. Fasilitas Lainnya : 
.,· ' 

. . . : ; .. . . . .· . 
1. Jasa pelayanan Penumpang Angkutan Umum ; 

2. Jasa pelayanan Kamar ; '.': 

'.. • ' 1' 

b. Se'A a Lahan Kios/Ruko/Loket. .. · 
• 39: '" 



1. Bus Cepat ; 

2. Bus Larnbat : 

3. Bus Menginap ; 

4. Non Bus Antar Kota ; 

5. Non Bus Dalam Kata. 

(3) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimal<suc! pada 
pasal (1) adalah : 

a. Ternpat parkir untuk kendaraan penumpang lain dan Bis Umum: 

• • • • - .••• • ¥, .. • 

Pemerintah Daerah. 

..,j//."1~~:~· ' ' 
(1) Dengan n?ma retribusi Terminal dipungut retribusi atas Permkaian 

Terminal yang disele.iqqarakan o!eh Pemerint=b Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf 
"c" ada!ah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 
penumoanq dan bis umurn, tempat kegiatan,- dan fasilitas lainnya di 

lingkungan terminal yang disediakan, dimili~J dan/atau dikelola oleh 

· • • ! Paraqraf 1 
Name), Obyek dan Subyek Retribusi - .•.... 

Pasal71 

Baqian Ketiga -- - .. ···-~ ·--~ 
RETRIBUSI TERMINAL • J 

Rp 2.000/hari/n,2 

a. Tempat Pelelanqan lkan · · ·::-·11_ --------:-;--~-.-7--:--~--.- : Rp 5.000/hari/m2 
.-· .. ~ r >, • ••. ,., ,,_ 

• ',\1,.•r' • I ) ' •r-1 ,'•,I,')~\ J ,,• I",~, ,!, .J> ? 

,. b. Tempat Pelelanqan I Iasit Bumi'-~_::.:..:~.:~_-__.!:_.-~..!~~---:.· : Rp 2.000/hari/m- 
- . - I 'i•l I , , ... ':-!{·.~,. ~ _.· ,j ~·\; :: , 

,; .. • Ternpat.Pelelanqan Ternak -----------------~----- Rp 5.000/hari/m2 ·' ? 
d Ternpat Pertokoan • 

Paraqraf 2 
. Prinsip, Sasarn dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal 70 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retnbusi pasur Grosir dan/atau 

pertol<oan didasarkan pada tujuan untuk rnemperolen keuntungan yang 
layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembangunan, 
perawatan, penyertaan asuransi, pembinaan dan pengawasan. 

• : I .', • ;. • • f, t 
1,l { '1 

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkansebaqai berikut: ,· . 

. , 
\ ~ oi, • ~ { I...; • t.. 

Tingkat penggunaan jasa Fasar Grosir dan/atau f-Jertokoan diukur berdasarkan 
jenis pasar, luas dan jangka wal<tu penggunaan .' , . 

Pasal 69 I ~ .. 

rneuqqunakan/rnernanfaatl.an f asilitas pasar Grosir can atau pertokoan. 
. 
I 

! • 

' ::1dalah · ':. orang Retribusi Suoyek yang bad an 
• \ l 

pribadi atau 

., 
Pasal 68 . 

·• 38 • 



(1) De,gan nama retribusi Rumah Potong dipungut retribusi atas Ru mah 
Potong yang diselenqqarakan olen Pernerintah Daerah. 

, ;,I 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 
Paragraf 1 

Nama,.Obyek dan Subyek Retribusi , 
Pasal 83 ,. ·; 

Baaian Keenam .:., 

---------- --··---------- Rp 3G. 000/hari/otang 
------------------ ------ Rp 25. 000/h a ri/o rang 
------------------------- Rp 20.000/hari/orang 
------------------------ R p 4 0. 00 0/h a ri/ orang 

------------------------- Rp 40. 000.lh a ri/ orang 
----------------,-------- Rp 6C. 000/hari/orang 

------------------------ Rp 30.000/hari/orang 
-----------------··------ Rp 25.000/hari/ornng 
--··--·--· __ .. Rp 15.000/hari/orang 

··----------·-------------- R p 4 0. 0 0 0/h a ri/ orang 

------------------------ R p 4 0. 0 0 0 /ha ri Io ra n g 
----------------- ------ Rp 60.000/hari/orang - Umum 

2 Kelas II 
- PNS (Goiongan Ill) 
- PNS (Golongan II) 
- PNS (Golonqan I) 
- Umurn 

b. Mess Medan 
1. Kelas I 
- PNS (Golongan IV) 
- Umum 

2. Kelas II 
- PNS (Golongan Ill) 
- PNS (Golongan 11) 
- PNS (Golongan I) 
-Umum 

Pasal 82 
(1) Prinsip clan sasaran dalam penetapan struktur dan · besarnya tarif Retribusi 

Tempat Penginapan (Mess) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak dan sebagai p~r,gganti adrninistrasi, biaya 
perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pernbinaan. rf'~ 

(2) !?esarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: 
a. Mess Ajibata : 

1. Kelas J 

- PNS (Golongan IV) 

Pas al · 81 ·..:. ··· ,· .: .. i: :;i .::;; , .. j . ;;;11 • 

Tingkat penggunaan jasa Tempat ~~nginapan·: (~e·s~): diukur berdasarkan 
i.',t, •,. , •;;, · i• :'t 1• r ) 

jenis Penginapan (Mess). dan lamanya waktu menginap. 

Pasal 80 ·. 
Subyek r<.etribusi . adalah orang\ pfibadi .atau, b~d~n·.,. yang mendapatkan 

· ,HI.,• ' I 1f .• 1 • • 

pelayanan Tempat Penjinapan (Mess) yang ditentukan oleh Pemerintah 
Daorah. 

Dae rah. " ~ -': . . ' ' . 

. , 

Obyek Retribusi T .irnpat. Penginapan (Mess) sebagaimana dimaksud 
' • . • . ' -·. •. r.--"' ··~··... ., . ~ • , • .. • 

dalam pasal 62 huruf"e''.' adalah setiap pelayanan Tempat Penginapan . . , . . . . ·. ~ .. .,. ~"· ~ "°' r ...... , ·• ""'"• . 

(Mess) yang 
I 

I· 

.. , 



(1) Deng an nama retribusi Ternpat Penginapan (Mess) dipungut retribusi atas 
Tempat Penginapan (Mess) yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Pas al 79 

Baqian Kelima 
Rf:TRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN (M[SS) (MES) 

Paraqraf 1 
Nania, Obyek dan Subyek Retribusl 

(3) Bescrnya tarif Retribusi citetapkan sebagai berikut : 
a. Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribad: ------------------ Rp 2.000,- 
b. Bus dar: Alat Besar sejenisnya ------------------ Rp 2.500,·· 

c. Sepada Motor ------------------ Rp 1.000,- 

(1) Prinsip can sasaran dalarn penetapan struktur rlan besarnya tarif Retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan 
sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan 
operasionai. 

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keur.tungan yang layak. 

Paragraf 2 
Prinsip, Sasaran clan Besa ran Tarif Retribusi 

Pasal78 

Tingkat penggunaan jasa T ernpat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis 
kendaraan dan frekuensi parkir. ~f"C" 

Pasal 77 

Pasal76 
Subyek Retribusi adalah 01·~\n~J prihad: atau badan yang mendapatkan jasa 
pelayanan khusus parkir dari Pemerintah. 

(1) Dengan nama retribusi T e.npat Khusus Pai kir dipungut retribusi atas 
Pengganti Biaya Ternpat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir setiagaimana dimaksud dalam 
pasal 62 huruf "d" adalah pelayanan tempat khusus parkir yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah O .... ierah. 

P@sal 75 

Bagian Keempat 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARK1R 
Paraqraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
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Daging dan baqian-baqian badan hewan iainnya yang dinyatakan baik diberi 
tanda stempel tinta warna Violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan 
rlimt 1c:n::1hl<'.:'.!n nlPh it !rt I nPrik~~-l r!~t1int1 ::tt;:JIJ OPir!hAt \/AnO dituniuk. 

Pernotonqan hewan Kambing, Sabi, Lembu, Kuda, Kerbau dan Unggas dapat 
dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah lebih dahulu diperiksa 
kesehatannya dan mendar.at kartu potong hewan dari petugas perneriksa atau 
pejahat yang dihunjuk untuk itu. 

Pasa! 88 

Pasai87 
(1) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 86 ayct (3) Peraturan 

Daerah ini ternyata hew.in tersebut menderita sakit atau dalarn keadaan 
bunting dan/atau rnasih produktif, petugas ah'i dapat dan harus menoiak 
hewan tersebut untuk tidak dipotong. 

(2) Dalam hal sebapaimanz, dimaksud pada pas al 86 ayat ('1) di atas, pemdik 
hewan berhak mengajukan perneriksaan ulang kepada petugas ahli atas 
biaya pemilik hewan 

Paraqraf 2 
Ke+entuan Pemeriksaan 

Pasal86 
(1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu 

kesehatannya olen petugas ahli dan diwajiblz .. n melakukCW,. pemotongan di 
Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh 
Pernerintah Daerah. 

(2) Petugas ahli akan melaku~i1'pemeriksaan 'erhadap setiap hewan yang 
akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari 
t< spala Desa/Lurah daerah asal hewan yang bersangkutan. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa/ ini, khusus 
hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya cleh petuqas 
ahli. 

Pasai85 
Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jerns 
pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yanq dipotong. 

yang bad an Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau 
memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan. 

(2) Obyek Retribusi Ruman Potong Hewan sehagaimana dimaksud dalarn 
pasal 62 huruf "f" adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah 
pemotongan hewan ternak termasuk pelaya.ian pemeriksaan kesehatan 
hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Perncrintah Daerah. 
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Baqian Ketujuh 
RETRIBUSI PELAYAf\lAN KEPELABUHAN 

Paragraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasai91 

(1) C'engan nama retribusi Pelayanan Kepelabrhan dipungut retribusi atas 
pemakaian pelayanan kepelabuhan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ada!ah pelayanan jasa 

kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yani 
d.sediakan, dirniliki, dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah. 

(3) Oih:ecualikan dari objek ~etr1busi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
z.dalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau 

rlikP.lola oleh Pernerintah. BLHvlN. BUMD. dan oihak swasta. 

c. Biaya Pemeriksaan UlaAgc·~aging dari l.uur Daerah ---- Rp 4.000/10 kg 

d. Hewan yang dipotorx, akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaba 
(diperdagangkan) dikenakan retribusi 100 % (seratus persen) ; 

e. Untr tk memotong hewan/ternak akicat kecelakaan, dengan ini pemilik 
harus dapat menunjukkan Surat Keterar.qan Kepemilikan dari Kepala 
Desa/Kelurahan yang bersangkutan; 

f. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan 
atau Adat dapat orlakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan 
dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan. 

----------------------------- Rp 1 . 000/eko r 4. Unggas 

o. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak : 
1. Lembu, Kerbau, Kuda ----------------------------- Rp 25.000/ekor 
2. Kambing atau Domba ----------------------------- Rp 10.000/eko, 
3. Babi ----------------------------- Rp' 15.500/ekor 

----------------------------- ~~p 1 0. 000/eko r 
----------------------------- : ~ p 12. 0 0 0/ e k or 
-----------------·------------ Rp 1 . 000/ekor 

- Kambing atau Domba 
- Babi 
- Unggas 

--------------- -------------- Rp 25.000/ekor 

(2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkar, sebagai berikut: 

a. Biaya tempat pemotongan : 
- Lembu, Kerbau, Kuda 

(1) Prinsip dan sasa-an dalarn penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi 
Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak dar, sebagai pengganti pengadaan, pemeriksaan, 
operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan. 

Paragraf 3 
Prinsip, Sasaran dan Basaran Tarif Retribusi 

Pasaf 90 
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Pa!:,al 97 
Tingkat periqqunaan jasa ternpat rekreasi dan clan raga diukur berdasarkan 
jenis, umur dan frekuensi pernakaian. 

Pasal 96 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan 
temp ,t rekreasi, pariwrsata dan Olah Raga. 

Bagian Kedelapan 
RETR.IBUSI TEMPAT REKR[ASI DAN OLAH RAGA 

Paragraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pas al ss 
(1) Dengan nama retribusi Tern pat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi 

atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diselenqqarakan oleh 
Pernerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Ternpat Rekreasi dan Olah Raga sebaqairnana dimaksud 
dalam pasal 62 huruf "h" adalah pelayanan tempat rekreusi, pariwisata dan 
Olah Raga yang disedir.kan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(3) Tidak terrnasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Ternpat 
Rekreasi, pariwisata dan O!ah Raga yang dirniliki dan dikelola Pernerir:lah, 
BUMN, BUMD dar: pihak Swasta. 

I' 

e. Sepeda Motor 

5.000/hari 
5.000/hari 
2.000/hari 

----------------------------- R p 
---------------------------- R p 
---------------------------- Rp 

c. Kapal Perahu Kecil untuk Umum 
d. Speed Boat 

I 
1 · 

-· ····-------- ;i) R p 1 5. 000/h a ri b. Kapal Bermotor 

Pa.:.al93 
Tingkat penqqunaan jasa Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan jenis 
kap.il dan janka waktu pemakaian pelabuhan. 

Paragraf 2 
Prinsip dan Be saran Tarif ~etribusi 

Pas al 94 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tern pat Pelayanan 

Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk 11emperoleh keuntungan yang 
laJak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penyediaan fasilitas 
pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan pernbinaan. 

(2) Bc sarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berixut : 
a. Kapal Feri ---·----------------------··-- Rp 35.000/hari 

Pasal 92 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat 1.Jelayanan Kepelabuhan. 
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_. R" 1 ()()() _ "--1, 
--------·------------------------------- Rp. 2. 000, - - Uewasa 

c. Besarnya Retribusi untuk Ternpat Olah Raga 
1. l.apanqan Olah Raga 

- Dewasa -------------------------------------- Rp. 2. 000 ,- 
- Anak --· .. -------------- Rp.1.000,-- 

2. Ged:_mg Olah Raga 

-------------------------------------- R p. 2. 0 0 0, - 
-------------------------------------- R p. 1 . 00 0, - 

6. S,1lib Kasih 
- Dewasa 
-Anak 

----------------- ---------------------- R p. i . 000, - 
--------------------------------------- Rp. 500. - 

5. Pemandian Air Panas (belerang dan soda) 
- Dewasa ---------------------------------------- Rp. 2. 000, - 

- Ana k ------- -------------------------------- Rp. 1 . 000 ,- 

--------------------·------------------ R p. 2. 000. - 
--------------------------------------- R p. 1 . 0 0 0, - 

-· ------------------------------------- R p. 1 . 0 00, - 
--------------------------------------- R p. 5 0 0, - 

-------------------------------------- Rp. 1 . 000 ,- 
-------- t'-'(<..:.~------------------------ Rp. 5 00, - 

- Dewasa 
-Anak 

I 2. Cagar Alam 
- Dewasa 

I -Anak 

' 3. Arung Jeram 
- Dewasu 
-Anak 

4. Air Terjun 
- 03wasa 
-Anak 

b. Besarnya Retribusi untuk tempat Parawisata : 
1: Pemandian Alam 

-·--·-·-·-·-------------------------- ----- Rp. 1 . 0 00, - 
-------------------------------------- Rp. 5 00, - 

2. Taman Rekreasi 
- l)ewasa 
-Anak 

-----------·-·-- ------------------------ R p. 1 . 0 00, - 
---· ·---------------------------------- Rp. 500, - 

- Dewasa 
-Anak 

I 
· I 

Paraqraf 2 
Prinsip, Sasaran dan B~sarnn Tarif Retribusi 

Pasal 98 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi tempat rekreasi dan Olah 

Raga didasarkan pada tujuan untuk memperole'l keuntungan yang layak 
dengan mempertimbangkar. biaya administrasi, penataan, pemeliharaan 
dan pembangunan lokasi , perawatan dan pengawasan 

(2) Becarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 
a. Besarnya Retribusi untuk .ernpat rekreasi : 
1. Kolam Pancing 

I. 

I 
I 

'~ ,· 
~ '"'l~ - 
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8agian Kesepuluh .... ./4 7 

--- ----------- ----··--··------------------ R p. 5. 000, - f. Sepeda air 

c. Kapa! Perahu Kecil untuk umum ------------------------ Rp. 4.500,- 

d. Kapa! Perahu Kecil untuk anak sekolah --------------- Rp. 2 250,- 

e. Speadboard -·-----------------··------·------ ------- Rp. 5.250,- 

------------------------------------ Rp. 37. 500 ,- 

------------------------------------- Rp. 7. 500, - 

a. r erry 

b. t<apal Bermotor 

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetaokan sebagai berikut: 

Paraqraf 2 
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasa! 102 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Penyeberangan di air 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntunuan yang_ lavak 
dengan mempertimhangkan biaya administrasi, penataao, pemeliharaan 
dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan 

Tingkat penqqu.iaan jasa Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis d;:Jn 

frekuensi pemakaian. 

Pasal fb'f' 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayarian 
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air 
yang dikelo!a Pemerintah, BUMN, BUMO dan pihak Swasta. 

Pas al '100 

Bagian Kesembilan 
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR 

Paragraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 99 

(1) Dengan nama retribusi Penyeberangan Air dipungut retribusi atas 
renyeberangan Air yang diselenggarakan oleh Pemerintaf: Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Penyeberanqan di air sebagaimana dimaksud dalarn 
pasal 62 huruf "i" adalah tempat pelayanar, penyeberangan orang atau 
baranq dengan rnenqqunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah . 

. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
adalah pelayanan penveberanqan yang dikelola Pemerintah, BUMN, 
BUMD dan pihak Swasta. 
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Paragraf 2 
Prinsip, Sasaran dan Besarannya Tarif Retribusi 

Pas al 106 
(1) F rinsip dan sasaran dalam penetapan struktur Jan besarnya tarif qetribusi 

penjualan produksi usaha derah Jidasarkan pada tujuan untuk 
rnernperoleh keuntuncan yang layak dengc.n mempertimbangkan biaya 
a-iministrasi, pembinaan. pelayanan dan pengawasan. 

(2) 8esarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

Hasil produksi usaha Pemerintah Oaerah antar= lain : 

- Bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan n'bit atau benih ikan sebesar ~ 
75% dari harga dasar ; f. 
:-iarga dasar sebaqalmanz dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara 
periodik oleh Bupati c.q Pejabat yang dihunjuk. 

Pasal 105 
Tin8kat penggunaan jasa Penjualan Produl.si Usaha Daerah diukur 
berdasarkan jenis dan jumlah usaha daerah. 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil 
produksi usaha daerah. 

Pas al 

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, Bt!Mo dan pihak 
Swasta. 

Bagian Kosepuluh 

RCTRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 
Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 103 

(1) Dengan nama retribusi Penjua!an Produksi Usaha Dae rah dipungut 
retribusi sebagai pernbayaran atas penjualan hasil produksi usaha 
Pemerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 62 huruf "j" adalah penjualan hasil produksi usaha 
Pemerintah Daerah yang terdiri dari : 
a. Bibit benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, 

Peternakan dan Perikanan ; 
b. Komoditi hasil Tanarnan Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, 

Kehutanan, Peternakan dan Perikanan. 
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Pasal 109 
Subyek Retribusi adalan orc1ng pribad: atau badan yang mendapatkan 
dan/atau rnemperoleh ijin tv1c:ndirikcrn P.an~1unan. 

Baqian kcsatu 
RETRIBUSI lJiN MENDIR!KAN BANGUI\AN 

Parapra-r"·'r 
Narna, Obyek dan Subyek Retrlbusl 

Pasal 108 
(1) Dengan nama retribusi ljin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas ljin 

Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pernerintan Uaerah. 
(2) Obyek Retribusi ljin Mendirikan Bangunan sebajairnana dimaksud dalam 

pasal 107 ayat (2) huruf a adalah pernbcrian ijin untuk r.iendirikan suatu 
bangunan. 

(3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) rneliputi keqiatan 
peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pernbanqunannya agar 
tetap sesuai dengan rencana teknis bangun~n dan rencana tata ruanq, 
denjan tetap mernperhatikan Koefisien Dasar Bctngunan (KOB), Koefisien 
Luas Bangunan (KLB), Koefisien l<etinggiar. Bangunan (Kf<~). dan 
penqawasan penggunaan »anqunan yang meliputi pemeriksaan dalarn 
ranJka memenuhi syarat keselarnatan bagi yang mencukupi banqunan 
tersebut. 

(4) Tidak terrnasuk objek Rctribusi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pernberian izin untuk bangunan rnilik Penerintah atau Pernerintah 

Dae rah. 

BUKU Iii 
PETRIBUSI PER!JINAN TERTENTU 

Pasal 107 

(1) Ooyek Retribusi Perijinan Tertentu adalah pelayanan perijinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pernanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, 
prasarana, atau fasil.tas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga ke!estarian linqkunqan. 

(2) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu adJlah : 
a. Retribusi ljin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi ljin Tern pat Penjualan Minuman '3 eralkohol ; 
c. Retribusi ljin Gar:gguan ; 
d. Retribusi ljin Trayek ; 
e. Retribusi ljin Usaha Perikanan ; 
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1. Jntuk Bangunan Baru : 

a. Gambar situasi terrnasuk batas - batas pekarangan tempat dimana 
bangunan itu dikerjakan; 

b. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus 
rnemerlukan pondasi khusus, wajib dilarnpiri hasil pemeriksaan tanah; 

c. Gambar denah d2ri bangunan yanr akan dikerjakan yang 

(5) Pada rencana qambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus 
dicantumkan : 

(4) Pada surat permohonan dirl;~J~ud harus dilarnpirkan : 

a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat ijin, kecuali ditentukan 
lain (besarnya harqa materai tergantung nilai rupiah); 

b. 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan 
batu, perubahan atau perbaikan banqunan yang akan dikerjakan dan 
-iitanda oleh pernohon atau pelaksanan dalarn rangkap tiga (3); 

c. Perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan 
standar di Indonesia antara lain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan 
Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia 
serta Peraturan Bangunan, dan untuk Bangunan Tahap Gempa 
rnenqcunakan Koefisien Zona tinggi serta ditandatangani oleh 
Perencana atau Perno hon dalam ranqkap 3 (tiga); 

d. Khusus untuk banqunan di tepi jalrn Arter atau Kolektor. ketentuan 
dalam huruf b dan c ayat ini dalam ranqkap 4 (empat). 

'#, Lurah. 

c. Penggunaan dari bahan-bahan yang dilaksanakan: 

d. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desai 

(3) lJalam surat permohonan dimaksud pad a ayat (1 ), harus disebutkan : 

a. Nama, alarnat, pekerjaan dan jabatan pemohon; 

b. Macam pekerjaan banqunan; 

(2) Untuk memperoleh ijin dirnaksud dalam ayat ( 1 ), yang oersangkutan harus 
mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati. 

Paraqraf 2 
Perijinan 

Pasal 110 
(1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, 

pembongkaran, pen jhapusan atau perbaikan suati, bangunan dalam 
bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daorah Manfaat Jalan 
(DMJ) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Bupati. 
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Pasal 112 
(1) If:, diberikan setelah yang bersangkutan rnernbayar lunas biaya-biaya 

SE suai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat ijin. 
(2) Atas pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) rnaka kepada pemegang ijin 

diberikan tanda berupa plat Nomor ljin Bangunan (penting) untuk ijin 
banqunan baru maupun tarnbahan. 

Pasal 111 
(1) Apabila ada kekurangan oada persyaratan yang harus dpenuhi pemohon 

maka Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan 
diajukan, harus memberitahukan kekuranqannya kepada pemohon. 

(2) Setelah mendapat ijin c'0ri Bupati atau lnstansi terkait yang telah dihunjuk 
dengan tanda diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon, 
sedang lainnya disimpan sebagai arsip, 

(8) Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan f<abupaten Tacarn.ti 'Jtara 
dapat memberikan penjelasan yang dirrunta oleh pemohcn atas perbaikan 
dan tambahan dari qarnba, dan perhitunqan yar:, telah diajukan. 

(7) Permohonan yang diajukan harus menyeoutkan bahan-bahan yang 
dipergunakan untuk bagian konstruksi utama. 

(6) Cambar-qarnbar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilengkapi 
dengan sernua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut : 

a. Gambar bangunan clengan ska la 1 : 1 Ou; 

. b. Garnbar denah, tampak, potongan dengan ska la 1 : 1 "~~ 

c. Garnbar Detail konstruksi dengan ska la 1 : 10 s/d 1 : 20; 

d. :;ambar situasi dengan ska_~~ : 500 atau sesuai kebutuhan. 

2. Untuk tambahan atau perubahan banquna.i diperlukan juga rencana dan 
qarnbsr bangunan yang lain, akan tetapi pada garnbar bagian bangunan 
yang diajukan permohonan IMB-nya diber'k an tanda tinta merah untuk 
membedakan. 

d. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail); 

e. Kerangka atap y2ng lengkap; 

f. Garnbar-gambar yang potongan dalam jurnlah yang cukup untuk dapat 
dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran 
dalam konstruxsi .tu: 

g. Gambar - gambar dari kamar mandi I WC, sumur-sumur, drainase/ 
saluran/got dari lokasi tanah yang bersanql.utan. 

i 
I 
' 
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(1) .Ialan-jalan yang ada di '<a::-)upaten Tapanuli Utara terdiri dari 6 (enarn) 
jenis ja!an. yakni : 

Pas ai i 18 

P.ar.::gra;: 3 
Kctentuan Garis Sernpadan 

Pasal 117 
Khusus untuk pembongkaran dan atau penqhapusan, kepada yang bersanqkutan 
sebelum melaksanakan pembonqkarar. dan atau penghapusan wajib menqajukan 
ijin rencana tersebut kepaca Bupati. 

Pasal '! 16 
(1) Apabila pemegang ijin ingin menyimpang dari dalam ijin itu atau ir1r,Jin 

mengubah gambar banqunan yang telah dinilui baik, maka perneoanq ijin 
harus mengajukan permohonan secara tertulis. 

(2) K~pala Kantor Pelayanan Periiinan Terpadu Kabupatcn Tapan.rii Utara 
akan rnernberikan penilaian perrnohonan dimaksud ayat ('!) denq :m 
bekerjasama deng2r1 lnstansi Terkait, utarnanya mengenai konstruk · 
bonqunan yang berakibat berubahnya biaya sen ipadan. 

berada di dekat pekerjaannya, ~":7' 

(3) Apabila pemegang ijin menganggap perlu untuk Jiadakan perneriksaan dapat 
J:beritahukan kepada Kepala Kantor Pclayanan i 1erijinan Terpadu Kabupaten 
Tapanuli Utara secara tertulis tentang perkembanpan-perkernbanqan 

pekerjaan bangunnya den diminta agar diadakan perneriksaan bersama 
lnstansi Terkait. 

.. senandasa (2) Surat ijin yang diberikar- berikut lampiran-lampirannya harus 

Pc.L-:;al ii 5 
(1) Pelaksanaan pekerjaar. bangunan harus sesuai dengan ijin atau ketentuan 

· yang diberikan dengan rnentaati persyaratan yang berlaku. 'ill..r 

P2si=.1I ii4 
(1) ljin dimaksud pasal -108 ayat (2), dapat dibatalkan ol.-n Bupati apabila 

6 (enam) bulan setelah dikeluarkan ijin, belum dimulai pelaksanaan 
pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang 
bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dirnaksud. 

(2) Pembatalan dimaksud ayat ('I), secepatnya diberitahukan kepada 
pemegang ijin dengan alasan pembatalan. 

(1) Permohonan ij;n dapat ditoiak Bupati, apabila : 
a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan 

kepentingan umurn. 
b. Bertentangan denqan peraturan Perundanq-undangan yang bertaku 

dan atau Peraturan Daerah ini. 
(2) Dalarn ha: penolakan ijin, harus disertai denqan alasan-alasan penolakan. 

Pasal ·i i3 



e. Garis Sempadan Pagar untuk lndustri : 
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ; 

d. Garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran : 
Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 m, dihitung dari as jalan ; 
Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ; 

- Jalan Kolektor Prir:12;r, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan : 
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Lokal Sekuuder, sepanjang 10 s/d 20 m, dihitung dari as jalan. 

c. Garis Sempadan Pagar Perkantoran, ruko : 
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjanq 15 m, dihitung dar: as jalan ; 

Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung dai i as jalan ~ 
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Lokal Primer. sepanjang 10 m, di~itung dari as jalan ; 
- Jalan Lokal Sekunder. sepanjang 8 s/d 10 :-11, dihitung dari as jalan. 

b.Garis Sempadan teritis untuk rumah : 
Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 m, dihitung dari as jalan ; 

- Jalan Arteri Sekunder ..• ~~njang 20 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 m, dil1itung dari as jalan : 
- Jalan Ko.ektcr Sekunder, sepanjarg 15 ru, dihitung dari as jalan : 
- Jalan Loka' Primer·, sepanjang 15 rn, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang L s/d 10 m, dihitung dari as jalan. 

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalz-r dimaksud ayat (1) ditentukan 
sebagai berikut : 
a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah : 

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 rn, dih'tunq dari as jalan ; 
Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 m, dihitung dari as jalan ; 
Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ; 
Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ; 

- Jalan Lokal Primer. sepanjang 1 Cm, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan. 

a. Jalan Arteri Primer; 
b. Jalan Arteri Sekunder; 
c. .Jalan Kolektor Primer; 
d. Jalan Kolektor Sekunder; 
e. Jalan Lokal Primer: 
f. Jalan Lokal Sekunder. 

l 
I · 
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(1) -:-ingkat penggunaan jasa ljin Mendirikan Bangunan diukur denqan rumus 
y:=ing dldasarkan atas faktor 'uas lantai banqunan, jurnlah tingkat banqurian 
dan rencana penggunaan bangunan. 

(2) Faktor-faktor sabaqairnana dirnaksud pad a ayat (1 ), diberikan b(:;brit 
(koefisien) 

(3) Besamya koefisien sebaqairnana dimaksud pada ayat (1 ). ditetapkan 

Paraqraf 4 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan .Jr.sa 

Pasal 120 

Pasal 119 
Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 108, adalah : 
a. Perbuatan, perubahan atau perbaikan suat: 1 bangunan yang menu rut 

taksiran Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara, 
biaya pelaksanaan kcseturuhan kurang dar: sebesar Rp 200.000, · (Dua 
r rtus ribu rupiah); 

b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan 
dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan; 

c. Mendiril-an dan memperbaiki pagar permaner. yang dibuat dari kayu, besi 
atau tembok yang tingginya tidak lebih, r..1ri 0,25 (Dua puluh lrnas 
perseratus) meter dari permukaan tanah; 

d. Memperbaharui pcndasi untuk rnesin-mesin dalam gedung asalkan baqicn 
uari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat. 

• I 

(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, Jaris sempadan untuk paqar 
dan teritis menjadi satu, maka untuk sementara ditetapkan sebagi berikut : 
- Jalan Arteri Primer, separjang 15 m ; 
- Jalan Arteri Sekundei, sepanjang 15 m ; 
- Jalan K.olektor Primer, sepanjanq 10 m ; 
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m ; 
- Ja!an Lokal Primer, sepanjang 10 rn ; 
- Jalan Lokal Sekunder. sep~ng 10 m. 

f. Garis Sernpadan Teritis untuk lndustri, gudang : 
- Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 rn, dihitung dari as jalan ; 

Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 40 m, dir.itung dari as jalan ; 
- Jalan Kolektcr Pri.ner, sepanjang 30 m, c'i~itung da: i as jalan ; 
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30 rn dihitung (lari as jalan ; 
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 m, dihitung dari as jalan ; 
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 25 m, ui,1itung dari as jalan. 

- .lalan Kolektor Primer, senanjanq 10 m, dihitung dari as jalan : 
Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 m, dihitung dari as jalan ; 
Jalan Lokal Primer, sepanjanq 10 m, dihitu119 dari as jalan ; 

- Jalan l.okal Sekunder, sepanjang 10 m dihitung dari as jalan. 
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----, - 
Jclon Lokw Jolan Kolektor Jolon ArtEo·ri 

- Prim·;,:--r·- ----- - ·- 
Bentuk Sek under Primer Se.cunder Primer Sek under 
Bongunon GSP GST F-GSP ·=±- GST GSP GST GSP GST GSP GST GSP GST 

M M M M M M M M M M M M -- ----- ·----- -- 
Rum oh 10 15 4 s/d 5 I U s/d 10 10 15 10 15 15 20 15 20 
Perkontor- 
an/Ruko 10 20 8 s.Li__l_Q__ _ __ .!_9_ s/d 20 _ _ .J.Q__ f- 2 0 10 20 15 25-t_J~ -12-J 

I I 40 1._~ ~~J ln1,1,std ll 30 -- 10 J.._ ___ '~- 10 30 lU 30 15 

Pasal 121 
Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Teritis (GST) 

(4) Tingkat penggunaan jaca dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a r ampa! dengan huruf c. 

KOEFISIEI\J--- ------ I __ J 0.50 . ---_] 

--~ 1,00 ·--1 ____ 1_.o_o__ -1 
1,00 i 

- ------- 1 

1,50 I - ·-----i oo·--·-------i 
---+------·---------·--·' 

2,00 I -----+----~ I 

2,50 1 
---+------------·-·----1 
__ _,_ 2_._1s _j 

3,00 ! 
---~-----------·---' 

NO. LUAS BANGUNAN 
1 Banqunan Sosial 

--2-- -------- . ~-::.:, 
Banqunan Perurnahan·,.. 

3 Bangunan Fasilitas Umurn 
4 Bangunan Pendidikan 
5 Bangunan Kek.mt.aqaan/Kantor 
6 Bangunan Pcrdagangan dan Jasa 
7 Bangunan lndustri 
8 Bangunan Khusus 

- 
9 Bangunan Carnpuran 
10 Bangunan Lain-lain - -- 

c. Bangunan Guna Bangunan 

b. Koefisien Tingkat Bangunan 
AS--BA_N_G_U._N_A_N K_O--E-FI_S_IE._N l 
-ntaT --------· .. .. ·1.-66" -- .. I 

ntai 1,50 ----1 ---------------·---------------·-·-~·--·····-··-----· - . I ~;::---------- !::~ ---1 
ntai 4 00 --i ' __ _J 

NO. LU __ , _____ 
-Bangunan 1 1 la 

~ 
2 Bangunan L la 

- 
3 Bangunan 3 la 

--- 
4 Bangunan 4 la 

··-- 
5 Bangunan 5 la 

a 
a 

NGUNAN 
------------------- 

· s s/d 100 m2 1,00 
s s/d 250 mL 1,50 

s std 500 m2 2,50 
·-- 

as s/d 1000 mr 3,50 
..,.----· ---- 

as s/d 2000 m 4,00 

as s/d 3000 m2 4,50 
----·-·-- --- 

as > 3000 mz-- 5,00 I •··------· 

a 

-NO. I LUAS B - ···--- -·------------- 
1 I Bangunan denqan lu 

- ------ 
2 Bangunan dengan lu 

3 Bangunan dengan lu 

4 Bangunan denqan lu 
- ·-·--· 

5 Bangunan dengan lu 

6 Bangunan dengan lu 

7 Bangunan dengan lu 

l<OEFISIEN 
.:.;. Koefisien Luas Bangunan 

------- 
A 
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C. Tcmh-ihcn 6011guno11 
Bertingkot tiap 1 (sotu) 
lantol 

Jenis BangllnOn I Kc.o s ~, Horga Bar.gu~+n Scmpadan r K f' . I I \ cc 1s1en 
. Julc111________ ( Rp ) __ ( Rp ) 

1 
_ 

A. Ruman Tin9gul Pmrnuncn i l ok o l - 175/rn2 0,5 ,/cl i % 1 
lidak Qpr;ir,gkal ! i<o!Ckl(•I ! )yQ_OOO/rr,2 ,· 350/m2 1 ;/(I 1,S % 

J Ar:eri I - 400/rr.2 1,5: /cl 2 ''.lo I 
B. Rumen Tin;igal Permanen Lokal - I 350/mZ 0,5 s/d 1 % I 

Bertingkct Koleklor I 560.000/,r.' 650/m: I J :_Id 1,5 :~ I 
Ar!cri I 800/m 1,::, s/d 2 /o I 

, l.okol 
111 

175/mi O,S s/d 1 % I 
'I Vulektc: 1 290.000/m' 350/,TI2 1 s/d 1,5 % I 
1/.,rte,i 

400/,n21 i,5s/J2% I 
D. Rumoh Ting gal Non \ Lok al - I 0,5 s/ d 1 % i 

L_:manen J ~:,::'.'.""· ='c_cc~-110000/«'i_:__ 175/m'L-=::,;:~;·~:: _:c~ 
E. Tambahan Bangu11on I l.ok o: I - I - 1 G,5 s/ci 1 % I 

llen,ngkat non Pcrrnoncn : Kalek10r ! 70.000/m' I 175/m' 1 s/d 1,5 % I 
tio p 1 (rntu) lar.toi Ar t er i I : I 1,5 s/d '2 % I 

I 
F. Rumoh 1inggol semi Loko: I 0,5 s/ d l % I 

permancn f Kolektor I l 70.000/m2 200/m2_ I 1 ;/d 1,5 % 
, !,rl•~ri - 1,5 s/d '2 ':<, J 

Besarnya retribusi terutan j dihitung dcngan cara mengalikan tarif retribusi 
sebaqaimana dimal<sud dalam pasal 123 ayat (2), dengan tingkat pencqunaan 
jasa sebagaimana dirnaksud dalam pasal 120 ayat (4) adalah sebagai berikut : 

Pdrngraf 8 
Cara Perhitunqan Retribusi 

Pasal 125 

lain yang dipersamakan. 
saat ditetapkannya SKRD atau dokurnen 

Paraqraf 7 
Saat Retribusi Terutang 

Pasal 124 

(2) Besarnya tarif retribusi mi.iirnal sebesar Rp 200.000,-/ijin. 

Paragraf 6 
Struktur dan Basarnya Retribusi 

Pasal 123 
(1) Tarif ditetapkan tidak seraqarn untuk seti.ip banqunan. 

meliputi ~,engecekan dan 
biaya tronsportasi dalam pengukuran lokasi, biaya pernetaan dan 

pengawasan, pengendalian dan pembinaan. 

Cangunan didasarkan pe1dn tujuan untuk menutup 
der qan biaya penyeienqqaraan pemberian ijin. 

(2) Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), 

Paragrnf 5 
Prinsip Sasaran Dalarn Penetapan Struktur Bcsamya Tarif 

Pasal 122 
(1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif retribusi ljin l'vlendirikan 

sebaqian alau sarna 
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BANGUNAN FASILITAS 
UMUM: 
A. Bon Jur10n Fosilitos Umum, l.ok o J 1.600/n,2 0,5 s/d l % 

1. K, :nersil, Toko, l',ioskop, Kolck ror '160.000/m2 2.500/m2 l s/d 1,5 % 
Konlor, Bonk, Arno semen /\r'.eri 3.300/m2 1,:: s/d 2 % 
tidak bertingkot 

B. Bongunan fusilitas Umum, Lok al 3.300/rn2 0,5 s/d 1 % 
Kom !rsil, Tako, Bioskop, Kolek tor 900.000/m2 4.900/m2 l 1/d 1,5 % 
Kantor, Bonk, Amusemen Arleri 6.600/m2 1,5s/d2% 

C. Tornbcrhon b nnqunon Lok cl 1.600/m2 0,5 s/<: 1 % 
bertingkot 1 (solu) lantoi Kolek tor 460.000/n,2 2.400/m2 l s/d 1,5 % 

Arleri 3.300/m2 1,5 s/d 2 % 

UMUM: 
A. Bangunon fosilitos umum, Lok al 2.400/m' 0,5 1/d l % 

komersil, perusohaon, lcs Kolek tor 520.QO!"\/m2 3.300/m2 1 s/d 1,5 % 
kerta, gudang, pabrik, 

1\rteri 4.000/m2 1,5s/d2% showrc )m tidok bertingkal 

B. Ban( uncn fasililas umurn, Lok al 4.900/1112 0,5 1/d 1 % 
komersll bertlngkat, Kolek I or 1.020.000/ml 6.600/m2 l s/d 1,5 % 
perusahaon, los kerja, Arteri 8.200/m2 1,5 s/d 2 % 
gua,1ng 

C. Tambohan bangunan Lok al 2.500/m2 0,5 s/ci 1 % 
ber'ir Jkot tiop 1 (sotu) Kolek tor 520.000/m2 3.300/m2 1 1/d 1,5 % 
lantai 

Arteri 4.1 OO/m2 1,5 1/ci 2 % 

BANGl1NAN FASILITAS 
SOSIAL KOMERSIL SWASTA rJ!J"" 

A. Rumoh Sokit, Gedung Lok al 1.650/m~ 0,5 s/d l % 
Sekoloh Kuick tor 355.000/m' 2.400/m2 1 s/d 1,5 % 

Arteri r~ 3.300/m2 1,5s/d2% 

B. Rumoh Sokit, Gedung Lck ol I 3.300/m2 0,5 s/d l % 
Sekoloh Berlingkot 2 (duo) Kolektor 690.000/m2 2.400/m2 I s/d 1,5% 

Arteri 3.300/m2 l ,5 s/ d 2 °!, 

C. Tombohon bongunon Lok al l .650/rn2 0,5 s/d 1 % 
bertingkot setlop 1 Kolek I or 355.000/m2 2.500/m? 1 1/d 1,5 % 
(sotu) lontoi Arteri 3.300/m2 1,5 s/d 2 % 

BANGUNAN FAS I LIT AS 
UMUM SEMI KOMERSJL 

Bongunan {o silito s Lok al 1.600/m2 0,5 1/d l % 
perusohoon Pemerintoh Kolek tor 290.000/m2 2.500/m2 1 1/d J,5 % 
Negara 

/\rieri 3.300/m7 l,51/d2%, 

PEKERJAAN LAIN-LAIN : 
A. Mengerjokon Pemancangan, Lokal 0,5 1/d 1 % 

Tower Kolek tor 1.145.000/rnl 1 1/d 1,5 % 

Artcri 1,5 1/d 2 % 

B. Pondo s! dengon kedolomon Lokol 0,5 1/d 1 % ., 
232.000/ml 1 1/d 1,5 % Kolektcr 

/.\def! 1,5 1/d 2 % 

C. Mengcrjal<on ccrobong Lok,JI 250/m2 0,5 1/d l % 
rn- ·naro f<'c,lcktor 255.000/rnl 300/m2 1 1/d 1,5 % 

Artcri 400/m2 1,5 1/d 2 % 
i 

D.Mengerjokon Pogar Tembokl Lok al 125/m2 0,5 s/d 1 % 
Pa sang Kolcktor 290.000/rn2 300/m2 1 1/d 1,5 % 

I 
Ar ter i 400/m2 1,5 s/d 2 % 

E. Mengerjako. r talut I Lok al 250/m2 0,5 1/d 1 % 
plengsengan Kolektor 72.000/ml 350/m2 1 s/d 1,5% 

Arre ri 400/rn2 1,5 s/d 2 % 



(2) Apabila pada waktu pe.aktanaan ternyata pekerjaan pondasi kuranq 
memenuhi svarat-rvarat dirnaksud ayat (1 ), maka Kepala Dinas Cipta 
Karya dan Perurnahan Kabupaten Tapanuli Utara dapa: mernberikan 
not.1ni11k 11nt11k mPmhP.\tJikann\JJ. 

Pa: al ·127 
(1) F'ondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang ditentukan 

dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan. 

Sdu 
Sda 
Sdu 

Scio 

1 SdG 

0,5 s/d l % I 
l s/cJ 1,5 % i 
l,5;/d2°l., I 

I 
0,5 s/d 1 % l 1 s/d 1,5 % 
1,5s/d2% I 

I 
0,5s/d1% 
1 s/d 1,5% 
1,5 s/d 2 % 

0,5 s/d 1 % 
1 s/d 1,5 % 
1,5 s/d 2 % 

0,5 s/d l % 
1 s/d 1,5 % 
1,5s/d2% 

Scio 
s do 
sda 
sdo 

<,6,r 
sda 
Sdo 
Sdn 
SJ~, 
Scio 
Sd I 

Sda 

P2iagraf 9 
Persyaratan Tehnik 

Pasal 126 

2. Pcgar besi 52.000/m2 

3. Pogar kawat 32.00C/m2 

4. Jem.c o+on beton i 52.000/m2 

5. Jembotan kayu 77.000/m2 

6. Dutker urunq-urunq 92.000/m' 

7. Jolon aspal 29.000/m' 

8. Jolan mokcdom 2 2.000; m 2 

9. Len.cl robot [ernur on 22.000/m2 

10 . Urungan !onah 27.000/m2 

11. Merobohkon bangunan 17.000/m2 

Bersejorah 
1 2.Merobohkon bangunan 22.000/rn2 

Tidok b ersejcr oh 
13. Pe-nlrnbuocr. bahan bong l 2.000/m2 

14. Pembonqk oron 22.000/m2 

15. Penghapusu·n ijin 62.000/m~ 

16. Galion tonah 77.000/in' 

17. Pas tiong 167.000/m.2.l__ 
----- 

22.000/m' 
J. Mengerjukan : 

· 1. Pogar kayu 

I Arteri 

165/m2 
165/m2 

95.000/1112 
I. Meng-.,riokan penggantion 

baja 
Lok al 
Kolek tor 

2.450/m2 

3.300/m2 

3.300/m' 

F. Mengeriakan. .; Lokal I · [ 
peresap septicktonk v 1 , 1 • I 460 000 1 2 ,· x o CK 0, I . 1 rn 

Arteri I · \ 
G. Mengeriakon tongki - L~~-T----~----1-.6-0_0_/m-, 

Air, rnenor o air Kolektor 195.000/m: 2.450/m7 

Arteri 3.300/m2 

H. Mengeriakon penggontion Lokal I 150/m' 
koyu Kolekror II 80.000/m2 165/m2 

Arteri 165/m2 
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Hala: nan bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan 
dan keamanan sedang pengukurannya dengan memakai bahan yang tidak 

mengganggu kesehatan. 
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Pasal 131 
(1) Pemegang ljin dlwajibkr.u mernbuat jalan penghubung antara pekaranqa.: 

dengan jalan umum. 

(2) Pem!Juatan jalan penghubung dimaksud ayat ('I), harus memenuhi 
persyaratan teknis. 

(3) Apabi!a pemegang ijin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, 
'<arena .sesuatu hal harus menirnbun bahan bangunan di Oaerah Manfaat 
Jalan (DMJ), diharuskan seijin Bupati. 

(4) Rangunan induk dengan paqar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk 
tehnik dengan mempertimbangkan segi tohnis atau hal-hal yang 

(3) Pintu-pintu dan jendela bans;unan untuk perternuan umum harus rnudah 
dibuka. 

(4) Rangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yano rnudah terbakar 
harus berjarak paling cedikit 5 (lima) meter antara bangunan yang satu 
dengan bangunan lain. 

(5) Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara dapat 
menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur, cerobong 
saluran asap yang diperqunakan untuk perusahaan. 

(6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar, pemohon wajib menyediakan 
aiat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari Pejabat yang 
berwenang. 

dari cerobong asap. 

.. 
(2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (lima) meter 

~-"t-c·· 

Pasal 130 
(1) Cerobonq asap harus dibuat dari batu rr.erah, beton atau bah an lain y811g 

',$.,- 
. tid.ik mudah terbakar . 

Pasal 129 
Terh..dap pekerjaan batu, besi dan beton bertu!ang harus memenuhi syarat 
syarat tehnik yang diatur dalam · peraturan Ui num tentang pelaksanaan 
bangunan yang terdapat pada PPKI, PBBI, P8! yang berlaku di Indonesia. 

Pasal 128 
Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding 
luar maupun da!am, tebal minimum tebal 0,5 (Lima persepuluh) batu atau 
kurar-q lebih 15 (lima belas) cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan 
jarak maksimum 4 (empat) cm. 

(3) P ondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan Trasram 
dan di bawah iantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh 
sentimeter). 

• .58 - 
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Apabila terjadi kecelakaan pada waktu rnelaksanakan pel<.erjaan banqunan. 
pemegang ljin Mendirikan Banqunan harus mernt.eritahukan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Utara untuk 
diadakan pemeriksaan. 

(3) P.p.Jbila pernilik akan mernperbaiki, maka yang bersanqkutan harus 
meminta ijin sesuai dengan pasal 'l 10. 

/ 

(2) Apabila perinqatan tertulis de118an batas waktu sudah habis · belum 
diperbaiki atau dibonqkar, maka Bupati dapat memerintahkan lnstansi yang 
terkait untuk membongkar bangunan atas biaya pernilik sendiri. 

Pasai 134 
(1) Dengan Jiberikannya perinqatan tertu!is dalarn batas tertentu oleh E\upati, 

pemilik banqunan harus seqera rnemperbaiki atau membongkar, apabila 
bangunan dipandang berbahaya dan akan roboh. 

Pasal 133 
(1) Semua bangunan ruma+ yang dimintakan ijin harus ada kakus/\JVC dan 

r#,,- 
dilengkapi dengan septictank dan sumur resapan dari pasangan batu 
merah atau beton, bahan lain yang sudah distanr:fartkan. 

(2) 0urnur resapan harus dibuat~~ai dengan petunjuk teknis Kepala Dinos 
Cipta Karya dan Perurnahan Kabupaten Tapam:li Utara. 

(3) Tutup eepiicten« harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa. 
(4) Jarak antara surnur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) 

meter . 
(5) Suluran dari kakus/WC ke sepictank dan sumur resapan harus tertutup 

• 

(4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak 
jatuh ke pekarangan on:ig lain dan tidak merusak jalan umum. 

(3) Aoabi!a ada saluran air rnasuk ke pekarangan orang lain dengan seijin 
pemilik pekarangan, maka saluran air terseb.rt han.s diberi teralis atau 
saringan dan sebelum dicer! teralis harus dibuat sumur atau pengendapan 
(bak kontrol). 

(2) Pemilik bangunan harus rnengusahakan <upaya saluran air selalu 
dipelihara dengan oaik. 

Pasal 132 
(1) ?emilik harus membuat saluran pembuangan air hujan a tau air buangan ke 

selokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup. 

(5) Untuk pekerjaan instalasi iist.ik harus mernperoleh persetujuan dari instansi 
terkait. 

• 5'Q. 
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Paragraf 2 
Golongan dan Penjualan Minuman Beralkohol 

Pasal 139 
Mint 'man beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut : 
a. Minuman beralkohol Golongan "A" adalah minuman beralkohol dengan 

Kadar ethanol 1 % (satu person) sampai dengan 5 % (lima persen); 
b. Minuman beralkohol Golongan "8" ada!ah rninuman beralkohol dengan 

Kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai 20 % (dua puluh 
pcrsen): 

c. l...1inuman beralkohoi Golongan "C" adalah n.inurnan beralkohol dengan 
Kadar ethanol lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badar. yang memperoleh ijin untuk 
melakukan penjualan minuman beralkohol. 

Pas al 138 

Bagian Kedua 
RETRICUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN dERALKOHOL 

Paragraf 1 
Nama, Obyok dan Subyek Retribusi 

Pasal 137 
(1) Dengan nama retribusi ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut 

retribusi atas ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol y3ng 
diseleriqqarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Obyek Retribusi ljin Tempat Penjualan rninuman be,alko~ol sebaqairnana 
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf "b" adalah pernberian ij;n untu!< 
melakukan perjualan minum~ralkohul di suatu tempat tertentu, yakni : 
a. Hotel; · 
b. Restaurant; 
c. Bar; 
o. Club Malam; 
e. Oiskotik; 
f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci; 
g. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati c1tau pejabat yang 

dihunjuk. 

(2) Dilarang membanqun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut 
diperiksa oleh' dinas tehnis yang ditetapkan o'eh Bupati. 

Paraqraf ·10 
Ketentuan Larangan 

Pasal 136 
(1) Dilarang rnelaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat 

ljin Mendirikan Banqunan (IMS) dari Bupati. 

'I 
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(4) ljin sebaqaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 
a. ljin tempat penjualan rninuman beralkohol langsung diminum di tempat; 
b. ljin ternpat penjualan minurnan beralkchol secara eceran dalarn 

kernasan. 

(1) Dilarang melakukan kegiatan usaha/lokasi penjualan min um an beralkohcl 
di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara tanpa ijin tertulis dari Bupati. 

(2) Untuk mendapatkan ijin Penjualan Minurnan Beralkohol, setiap orang atau 
Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati 
riengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati. 

(3) lj'n sebagaimana climaksud oada ayat (1 ). diberikan setelah mendapat !jin 
dari lnstansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 

Paraqraf 3 
Pcrijinan 

Pasal 14·1 

b. Untuk minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Grosir Khusus 
ataupun di Toko Duty Free Shop. 

(3) Tempat penjualan rninurnan beralkohol yang mengandung rernpah-rernpah, 
jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya 
setinggi-tinggi 15% (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di 
Warung/Kios tertentu yang diijinkan Bupati, untuk dijual secara eceran. 

a. Untuk minuman berall<ohol Golongan A: 
1. Toko yang diijinkan Bupati; 
2. Pc..isar Swalayan dan sej~nya; 
3. Tempat tertentu ~1ang diijinkan Bupati. 

(2) [empat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kernasan 
nanya dapat dilakukan di : 

Pasal ·140 
(1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum lancsunq di temp at 

hanya dapat dilakukan di : 
a. Untuk rninuman be1·alkohoi Go1ongan "A" : 

1. Hotel berbintanc '1 dan .2; 
2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5; 
3. Restoran dcnqan tanda taiam kencana dan selaka; 
4. Bar, Pub, dan Club rnalarn; 
5. Tempat tertentu yang diijinkan Bupati. 

b. Untuk minuman beralkohol Golongan B dan C : 
1. Hotel berbintang 3, .4 dan 5; 
2. Restaurant denqan tanda talarn kcncana dan selaka; 
3. Bar, Pub, dan Club malam; 
4. Tempat tertentu yang diijinkan Bupati. 
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Paraaraf 5 .... ./63. - 

Paraqraf 4 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal ·t45 
Tinqlat penf,gunaan jasa untuk pemberian ljin Tempat Penjuaian Minuman 
Beralkonol sebagaimana dirnaksud pada pasal 120, diukur berdasarkan jenis 
ternpat/lokasi pengedaran dan penjua!an, !uas n ·angan, jumlah golongan 
minuman beralkohol dan waktu penjualan. 

Pasal 144 
Toko Bebas Bea (Duty r:. ee Shop) dilarang rnenjual rrur.urnan beralkohol 
Golon jan B dan C secara eceran, kecuali kepada : 
a. Ancgota Korps Diplomatik ; 
b. Tenaga ahli banqsa as.nq yang bekerja pada Lernoaca-lembaqa 

lntornasional ; 
c. Mereka yang bepergian ke luar negeri ; 
d. Mereka yang baru tiba d2~i luar negeri. 

(2) Penjualan minurnan beralko~~tuk diminum di tempat penjualan hanya 
diberikan waktu pada ma'am l-ari dimulai pukul 19.00 s/d 22.00 WIB. 

(3) Pada hari libur di luar Hari Raya Keaqarnaan, waktu penjualan pada rnalarn 
hari dapat dtperpanjanq dengan maksimurn 2 (dU':3) jam, dengan 
pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah . 

Pasal 143 
(1) Dilarang menjual minuman beralkohol : 

a. Di warung/kios minuman, gelanggang rernaja, gelanggang olah raga, 
kantin, rumah billyard, gelanggang permainen dan ketangkasan, panti 
pijat, kaki lima, stasiun, kios-kios keci', Penginapan (Mess) remaja dan 
bumi perkemahan; 

b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan 
r:>emukiman; 

c. Ci ternpat/lokasi tertentu yan] ditetapkan oleh Kepala Daefah; 
d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 2 1 Tahun. 

P:.isal 142 
(1) ll.n/ternpat lokasi penjualan minuman beralkohcl sebagaimana dalam Pasal 

2, berlaku selama 1 (satu) tahun. 

(2) Bentuk dan Tata Cara Ferijinan Tempat/Lokasi Penjualan Minuman 
Buralkohol dan Perpanjangannya ditetapkan oleh Bupati. 

(3) ljin ternpat/lokasi penjualan minurnan berallohol tidak boleh dipindah 
tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan ijin Bupati. 
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Obyc·I, dar: Suby :-k Rf.:,tdbusi 
Pasal 148 

(1) Obyek Retribusi ljin Gangguan sebaoairnana dimaksud dalarn pasal 101 

av-'":t (2) huruf c adalah p=mbenan ijin ternpat usaha kegiatan kepada ur·ac~\~ 
pribadi alau badan yang ciap3t rnenimbulkan ancaman bahaya, k:rug1c1n 
dan/atau ganm~1uan, terrnasuk pengawasan dan penqendalian kegiatan 

usaha secara terus n.enorus untuk mencegah terjadinya g'°inggu,:;n 

ketertiban, h:,s2i:Jrnat:.i11 atau l<e::,ehaian umum, memellhara l<eter-1:ir::..:;n 

lingkungc=rn dan rnfm1cnuhi non-na keselarnatan ::Jan kesebatan k::r>'i. 

260. 000, -/thn/j2n::-; 

260.000, -!thn/jeni::; 

390. 000, -/th n/J~!!l iS 

Bagian Ketiga 
F<ETRIBU::::,f ,JIN GANGGUAN 

Farngi af 1 

1. Di Toko Rp 

2. Di Pasar Swalayan Rp 

3. Khusus Toko Gro8ir dan Toke Duty Free Shop Rp 

c. Untuk minuman ber.i'kohol untuk dijual secara ece.an dalarn kernasan : 

22.5. 000, -rth n.tj,:11 is 

187.500, -/\hnlj0.,,is 

jQO. OCO. -/tiH i;'je,·,is 

4. Tempat tertentu ye1ng diijin!<an Kr::pala Oaerah 

Rp 

Rp 

3. 3a,, Pub dan Club f'vt'l!arn • 

selaka 

Rp 2. Restoran dengan tanda talarn kencana dan 

b. Umuk Minuman beralkohol C3oio:..r:igipn B dan C diminum di ternpat penjualan : 
•• -.c-- 

1. Hotel t3erbintang, 3, 4 oan 5 Rp 375.000,-/thn/jc~,,is 

225.000, -/thn/jenis 
'>~ 
150.000,-/thn/j1:!11is 

J 87 .500, -/thn/jenis 

Rp 5. Ternpat tertentu yang cliijinkan Kepala Daerah 

Rp 4. Bar, Pub dan Club !Vial;:,m 

selaka 

Rp 3. Restoran dengan tanda talam kencana dan 

Pasal 147' 
Besarnya Retribusi ditetapkan sebaqai beril<ut : 

. a. Untuk Minuman Beralkohol Golongan A diminurn di tempat penjualan : 

1. Hotel Berbintang, 1 dan 2 Rp 187 .500.- thn/ienis 

2. Hotel Berbintang, 3, 4 can 5 Rp 300.000,-/thn/jenis 

- 63 - 

Paraqraf 5 
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besamya Retribusi 

Pasal 146 
Penetapan struktur besarnya Retribusi ljin Tempat Ponjualan lvlinurn2n 

Baralkohol adalah didasarkan pada jasa peiayanan rneliputi penggantian. biaya 

administrasi, survey lapanqan, pengawasan, penqennalian dan biaya 

pernbinaan. 



. - - -l.- - _... , ... _ ... _. 

Pasal 152 
ljin Gangguan sebaqaimana dimaksud pada pasal --1 50 ayat (1 ), dapat dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak n .ernpunyai kekuatan hukurn lagi, 

apabila: 
a. Memperoleh ljin Gangguan secara tidak sah; 
b. Adanya pemindahan letak lokasi ternpat usaha; 
c. Po.neqanq ljin tidak mernenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh 

Brpati; 
d. Lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetar.san dalam ijin, tidak sesuai 

(1) ljin gangguan diberikan atas nama pemohon . 
(2) Dalarn surat ijin dapat dirnuat ketentuan-ketentuan yang h1ru..; dipenuhi d3!1 

dipatuhi oleh Pemegang ljir .. 
(3) ljin c:Jangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecua'i a:.::::, 

persetujuan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. 
(4) Syarat-syarat dan pengalihan ljin Gangguan akan diatur 11:.bih lanjut dengat1 

Keputusan Bupati. 

- I . 

bukan perusahaan industri. 

(3) Untuk memperoleh ijin sebaqairna.ia dimaksud pad a ayat (1 ). si pernohon 

mengajukan permohonan sec.qr# tertulis dengan persyaratan yang telah 
dtotapkan oleh Bupati. 

(4) ljin gangguan sebagaimana dimaksud pad a aya. (1 ), dapat diberikan setelah 

ju.nlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi. 

(5) P p ibila dianggap perlu perrnchonan ijin sebaSJa,mana pada ayat (3). dapat 

disertai dengan perjanjian yang berhubunqan dengan keindahan, kesooanan. 

ketertiban urnum, keamanan, keagamaan dan kesehatan. 

• 

Paraqraf 1 
Perijinan 

Pasal 150 
(1) Setiap orang pribadi atau bad an yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan 

at.iu memiliki tempat usa'ia wajib memiliki ljin Gangguan dari Bupati. 

(2) ljin gangguan terdiri dari : 

a. ljin gangguan perusahaan lndustri yaitu ljir tempat usaha yang diberikan 
kepada orang pribadi atau badan di lokasi yang dapat menimbulkan bahay - 

kerugian dan gangguan bagi perusahaan industr: ; 

b. ljin gangguan bukan perusahaan lndusri yaitu ijin ternpat usaha yar.g 

diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi US(::Jha 
c,/IJ 

Pasal 149 
Subyek Retribusi ljin Gang'.;}uan adalah orang pribadi atau badan usaha yang 

rnenvelenqcarakan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha. 

(2) Tidak Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat usaha/l.eqiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah 
Oaerah . • 
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n.-.--, ..... ,,. .... .;:.,1 /;:::.t~ 

inocks Luas Banounan : 
· Luas Bangunan : - < 24 m2 = J 

- > ? 4 m 2 s/ d 4 0 m 2 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2. 5 

l Q 2 / I I QQ '"> ~..::. / r) i~ - > <,(, rn s c ·,, rn··.................................... - .. ~v 

-. ., 0 O· 2 Id. t: 0 0 2 -· ·, • - ,.., 1 m s J m - . ,o 

- > 500 m;. = 1 

- Ganqquan meneriqah 
- Gangguan kecil 

.Ienqan nilai 3. 
dengan nilai 2. 
denqan nilai 'l . 

lndeks C,angguan : 

- Perqudanqan lndeks 5. 

(3) lndeks Lokasi/incexs r1angguan sebaqaimann dimaksud pad a ayat ( 1), 

ditetap.can s.ebag,'i be. ikut : 
- Kawasan lndustri Ind=ks , . 
· Kawasan Pe,dagan(1Ern!Pertokoan lndeks 2. 
- Kawasan Pariwisata lnc.e.ks . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3. 
- Kawasan Perumahan can Pernukirnan lndeks A. 

(2) 1 .uas ruang ternpr.t usaha sebaqaimana dimaksud pada ayat (1.), ad;.2ic::t1 
luas banqunan ya1,s dihuunq sebaqai jumlah luas tempat lantai. 

( 1) Tingkat penggur.aan ja";a di~k_.W berdasarkan oerkalian antara luas ruar,g 
tempat usaha dan lndeks LoR.asi/!ndeks Gangguan. 

Pasal 155 

Cara Mengukur Tinqkat Penqqunaan .Iasa 

(1) Jangka waktu berlakunya ljin Gangguan ditetapkan setarna usaha yang 
telah mendapatkan ljin Gc1ngguan tersebut masih berjalan. 

(2) Terhadap ljin Gangguan sebagaimana tersebut pad» ayat (1), harus 
dilakukan Pendaftaran Ulang setiap satu (1) tahun sr;~ali dalarn ranqka 

pengendalian, pernbinaan dan penqawasan 

Jangka Waktu Beriakunya ljin Ganqquan 

Pasal i54 

Paraqrar 2 

Terhadap pencabutan ljin Gangguan sebaqaimar-a dirnaksud pada pasal 152, 
Pen,egang ljir: tidak dapat rnengajukan pengembalian Retribusi yang telah 
dibayar dan tidak dapat mer.untut ganti rugi kepad., Bupati. 

• 
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Rp 300/m2 

Rp 445/m2 

Rp 675/m2 

Rp 855/m2 

Rp 1 .035/m2 

Rp 270/m2 

Rp 450/m2 

Rp 630/m2 

Rp 81 O/m2 
--- , __ 2 

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar : 
- Lingkungan 25 m2 ke bawah besar tarifnya 
- Lingkungan 26 s/d 100 m2 besar tarifnya 
- Lingkungan -101 s/d 500 m2 besar ta: ifnya 
- Lingkungan 501 s/d -1000 m2 besar tarifnya 
- Lingkungan 100-1 rrl ke atas besar tarifnya 

c. Lingkungan Pemukiman/ Sosial : 
- Lingkungan 25 m2 ke bawah besar tarifnya 
- Lingkungan 26 s/d 100 m2 besar tarifnya 
- Lingkungan 101 s/d 500 rn2 besar tarifnya 
- Lingkungan 501 s/d 1000 rn2 besar tarifnya 

~P 450/m2 

~P 675/m2 

Pp 900/n/ 
Rp -1 .125/n/ 
~~ 1.350/rn2 

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan ~er m2 dari luas ruang usaha 
yang meliputi bangunan te.tutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi 
lingkungan. 

a. Lingkungan lndustri : 
- Lingkungan 25 m2 ke bawah besar .arifnya 
- Lingkungan 26 s/d ·100 m2 besar tarifnya 
- Lingkungan , 01 s/d 500 n/ besar tarifnya 
- Lingkungan 501 s/ci 1000 m2 besar tarifnya, 
- Lingkungan 1001 m2 ke atas besar tarifnya 

• 

Keteranqan : 
I : Retribusi ljin Ganggucrn adalah jumlah biaya retribusi pemberian ljin 

Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah 

#..- berikut • 
I= TL X IL X IG X IB X LRTU. 

Paraqraf 5 
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi 

Pasai 157 
(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha. 
(2) Resarnya tarif sebaqaimana dimaksud pad a =yat (1 ). ditetapkan sebagai 

(1) Prinsi; dan sasaran oenetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian 
:Jin. 

(2) Bia ya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), meliputi biaya penqecekan 
dan penqukuran ruan0 tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan 
pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya 
transportasi dalarn rangka pengawasan dan penqendalian. 

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif 
Pasal 156 

Paragraf 4 
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Subyak Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mernperoleh 
iiin. travek anokutan urnurn. 

Paraqraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pas al 1 r:i9 

(1) Deng an nama retribusi ljin Trayek dipungut retribusi atas ljin Trayek y,'.tr1\J 
diselenggarakan 0Je;1 Pernerintah Daerah. 

(2) Obyek retribusi ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 
(2) huruf "d" adalah pemberian ijin kepad i orang pribaJi atau badan untrk 
rnenyediakan pelayanan anqkut penurnpano umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu . 

Bagian Keempat 

RETRIBUSI IJIN TRAYEK 

Parngraf-<6' 
Cara Ferhitunqan Retribusi 

Pasal 158 

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebaqaimana 
dimak sud dalam Pasal 157, dengan lndeks Gangguan sebaqa.mana pasal 
155, dengan rumus : 
I = TL X IL X IG X 18 X LRTU 

LRTU = Luas Ruang Ternpat Usaha 
:::: lndeks Luar Banqunan IB 

IG = lndeks Gangguan 

- Kawasan Pernukirnan 
- Pergudangan 

nilai 3 
nilai 4 
nilai 5 

- Kawasan Pariwisata 
n.'ai 2 - Kawasan Perdagan~::-111/Pertokoan 

IL : lndeks Lokasi adalah anqka indeks yang didasarkan pada klasifikasi 
kawasan tempat lokasi usaha dengan parameter. 
- Kawasan lndustri 

Rp 360/m2 

Rp 540/m2 

Rp 720/nl 
Rp 900/m2 

Rp 1.080/m2 

d. Lingkungan Pergudangan : 
- Lingkungan 25 m2 ke bawah besar tarifnya 
- l.inqkunqan 26 s/d 100 m2 besar tarifnya 

- Lingkungan 10·1 s/d 500 m2 besar tarifnya 
·· Lingkungan so 1 s/a 1 lJOO m2 besar tarifnya 
- Ungkungan 1001 m2 ke atas besar tarifnya 
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Bagian Kelima 
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN 

Paraqraf 1 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pa .. ,.al 164 
(1) DLngcrn nama retribusi ljin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas ljin 

Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Obyek Retribusi ijin usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 

107 ayat ~2) huruf c ada!ah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan 

Paragraf~1" 
Perijinan 

Pasal 163 
(1) Setiap orang arau badan hukl.iffl yang menyelenggarakan anqkutan oranq 

dengan kendaraan umum harus menciapat ijin tr.iyek dari Kepala Daerah . 
(2) ljin Trayek diterbitkan selarna janqka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan 

ketentuan Peraturan UUl..LAJ yang berlaku dan dapat diperpanjanq selarna 
perusahaan tersebut masih menjaiankan usahanya. 

(3) Kartu Pengawasan (KPS) adalah turunan dari ljin Trayek kendaraan dan 
merupakan suatu bukti kontrak penqawasan/pern«: iksaan setiap 
kendaraan mobil penumpang urnurn/Bus umurn yang d.terbitkan selama 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(4) Ta'a cara pengajuan ijin sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1 ). ditetapkan 
oleh Bupati. 

I 
I 
I 

·I 
i 

25.000,- 
10000,- 

10.000,- 

e. Tiap Kartu Penqawasan i'vlobil Bus Urnum Rp 
f. Tiap Kartu .Kendaraan 1-{oda 3 Umum R~> 
g. lj'n trayek lnsidentil sekati jalan PP batas waktu 7 hari Rp 

d. Tiap Kartu Penqawasan (l<PS) 
c. Perusahaan Kendaraan Roda 3 Umum 

Rp 750.000, 
Rp 1.000.000, 
Rp 350.000, 
Rp 20.000,- 

(2) Besarnya tarif retrib.rsi rlitetapkan sebagai berikut : 
a. ?erusahaan MO 
b. Perusahaan Mobil Bus Umum 

Paraqraf 2 
r>rinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasat ·162 
(1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijir 

trayek adalah untuk rnenutupi biaya adrninistrasi pengawasan lapangan, 
survey lapangan dan pernbinaan. 

Pasal 161 
Tingkat penggunaan jasa 1jin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan 
jancka wakt.i ijin. 
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(1) ljin usaha budidaya perikanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 
(2) ljin yang sudah habis rnasa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu yang sarna. 
(3) Pe1 panjangan ijin dapat dlakukan dengan mengajukan perrnohonan 

kenada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir. 
(4) ljin tidak dapat clipindzd1ta:1g2nkan kepada pihak lain, kccuali b2gi 

pernegang ijin peroranqan yang telah meninggal d.Jni,3 setelah mernperoleh 
persetjuan dari Bup;:,ti. 

(5) Syarat-syarat perrnohonan ljin Usaha Perikanan akan diatur oleh lnstansi 
terkait melalui Keputusan Bupati Tapanuli Utara. 

ditetapkan oleh Bupati . 
(4) IJir, sebagaimana dimaksud pada ayat ('1 ), capat diberikan setelah jurnlah 

Retribuci yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi. 
(5) Jsaha sebaqaimana dimaksud pada ayat (2J, wajib mernilik: ijin yaitu 

usaha skala komersil dengan klasifikasi luas areal usaha kc'arn 
pembenihan dan kolam air tenang/pembesaran 7.500 m2 ke atas, [umtan 
pernbukaan air deras 5 (lirna) unit ke atas dan jumlah pernbukaan 
kerambah/jaring apuno :>.O (dua puluh) unit ke atas. 

(2) Jenis ijin usaha per.kanan adalah : 
a. Usaha mernbuka kolam pernbenihan ikan: 
b. Usaha membuka kolam Air Tenang i Pernbesaran: 
c. Usaha mernbuka Kolam Air Deras; 
0. Usaha membuka l<erarnbi;i.~ring Apung. 

(3) Untuk memperoleh ijin senaqaimana din- aksud pad a ayat (1 ), si pemoi·10:1 

menqajukan permohonan secara tertulis den jan persyaratan yo.rig k·i.Jn 

Paragra'f 2 
Pcrijinan 

Pasal 167 
(1) Setiap orang, kelornr.'.lok a tau Bad an yang melakukan keqiatan usana 

perikanan di wiisy3h perairan/sung2i, kola.n dan danau Kabupaten 
Tapanuli Utara ·n3iiu n°,::;rni1::,: 11/1 Usaha Perikanan (!Uf::i). 

' ' ' 

Tingkat penggunaan jasa ijin usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha 
budidaya dan jangka waktu ijii"'. 

Pas al ·166 

:-'asal 1G5 
Subyek Retribusi usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang 
memiliki dan menqelola usaha perikanan. 
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DAB VI 
SANKS! A'l)MINISTRAS! 

Pasa! 173 
Dalam hai wajib retribusi tidak mernbayar tepat waxtu atau kurang mernbayar. 
dlkc.iakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

BAB \f 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETR!BUS! TERUTANG 
Pasal 172 

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (s atu) tahun, kecu?.li 
d,tetapkan lain oleh Bupati. 

(2) F-.eribusi terutang pada saat d1terbitkannya Sl<PD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Hal-ha! yang berkaitan dengan perubahan dan atau penyesuaian besaran 
tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai 
dengan kondisi dan nilai tukar rupiah melalui penerbitan Peraturan Bupati. 

Wilr1yah Pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Tepa.iuli Utara. 
Pasat 171 

3AB IV 
WILAYAH PEMUiJGl !TAN RETRIBUSI 

(3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daeral .. 

r/1,- 

BAB Ill 
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

t->asai 170 
(1) Pcrnunqutan Retribusi tidak dapat diuangkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan 111t~unakan Surat Ketetapan Retribusi D~:er~:il 
(SKRD) atau Ookumen lain yang dipersamakar. 

b. Untuk usaha penqolahan, pcngumpulan, pengangkutan dan pernasaran 
hasil Perikanan sebesar Rp 200.000/unit. 

Rp 2f.,-/ m2 /tahun 
Rp 25,-/ m2 /tahun 
Rp 100.000,-/unit/tahun 
Rp 50.000,-/unit/tahun 

Ko/am Pembenihan lkan 
- Kolam Air Tenang I Pembesaran : 

Kolam Air Deras 
Ke.amoa I Jaring Apung 

Paraqraf 3 
Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal169 
(1) Setiap pemberian ijin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pad a Pasall 

A 47 Ayat (2) dikenakan retribusi. 

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebaqai berikut : 
a. Pembudidayaan ikan Air Tawar: 

• 70 • 
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(2) Kadaluwarsa penaqihan i-;::r,ihi..::=;1 sabaqaimana dirnaksud pada ayat ('! ), 
tertangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Tequran; 
b. ada pengakuan hutang retribuci dari wajib retribusi baik lanc~.sun::; 

r .iaupun tidak langsung. 
(3) D:1l:.1m Ila! diterbitka» Surat Te juran sebaqaimana dirnaksud pada ayat (2) 

htruf b adalah wajib retribusi dengan kesadar annya menyatakan rnasih 
mernpunyai ut2no retribus: dan belurn me!unasinya kepada Pernerintah 
Daerah. ll 

BAB X 
~(ADALU'NARSA 

Pa s:?d 177 
(1) Hok untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutanqnva 

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidc:;nD 

Retribusi. 

i 

BAd 'ff"' 
PENGURANGAN, KERINGAN.~N DAN PEMBEBASAN R~TRIBUSi 

Pasal 176 
(1) Bupati dapat memberil<an pengurangan, ke: inganan dari pernbebasan 

retribusi. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud paca avat (1 ), ditetapkar dengan Peraturan Bt.:,.:ati. 

BAB V!II 
TATA CARI\ PENAGIHAN 

Par.al '175 
(1) Pergeluaran Surat Teguran, cerinqatan/surat lain yang sejenis sebaqai 

awal tindakan pe!aksanaan penagihan retribusi dike!uarkan segera seteiah 
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ta11ggc1I surat 

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus rnelunasi 

retribusinya yang terutang. 
(3)_ Surat Teguran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), dfkeluarkan oieh 

P,:_,jabat yang dihunjuk. 

(1) Pembayaran Retribusi ya:1g t,;rutang harus clilunasi seka!igus. 
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat f-)embayaran retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

TATA CARA PEr,.l3,\YAHAN 
P;::s~il 174 

I 
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Baqian Kedua ..... /7 j,- 

Pasal 1a·t 
Denda sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 RO merupakan penerirnaan 

negara. 

Bagian Pertama 
Keter tuan Pidana 

Pasal 180 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga meruqikan 

keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak. 3 (tiqa) kati jurnlah Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar .. 

(2) Tindak Pidana sebaqaimar.a dimaksud pada 2;:1t (1 ), adalah Pelanggaran. 

BAB Xl!I 
KETENTUAN P!D/\NA DAN PENY!DIKAN 

Pasal 179 
Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

• 

--:~- 
BAO Xii 

PENGAWASAN 

BAB XI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS: YANG .{ADALUARSA 

Pasal 178 
(1) Piutang retribusi y;:ing tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat rJihapuskan. 
(2) Bupaf menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 

kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1 ). 
(3)· T ata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kad~~iwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

• 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebaqairnana dimaksud pada 
avat (2) r-uruf b adalah \Najib Relribusi dengan kesadarannya rnenyatakan 
rnasih rnempunyai ulanci retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pe-nerintah Daerah . 

(5) Pengakuan utang_ retribusi secara tidak langsung sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dar: pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

• 

- l2 - 
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; . ... _ 

I. Peraturan Daerah f(8bup~itcn Tapanuli Utara Nemer 16 Tahun :HJ()·: 
tentang Retribusi Pei2y::1n::in Pms0.mpahc1n I Kebersihan ; 

i. Peraturan Daerah Kat.upaten Tapanuli Utara Nornor 12 Tahun 2000 
tentang Perubahan Pert;.1rr1a Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuti 
Utara Nornor 1 O Tahun "1998 tentanq Retribusi PengrJc1!1tian Bi~::F:i 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipi, ; 

J. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nornor 14 Tahun 20Ci': 
tentang Retribusi Ternpat Pendaratan Kapal ; 

I<. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanu.i Utara Nomor 15 Tahun 2uo·1 
tentang Retribusi Fek.yanan Pernakaman da 1 Pengabuan Mayat ; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 1998 
tentang Retribusi lzin Penqarnbilan Hasil Hutan lkutan ; 

h. Peratur=n Daerah Kabupaten Tapanuf Utara Nomor 10 Tahun :?OOO 
tentang Perubahan Pertarna Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli 
Utara Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ; 

! 
I . I 

- I 
' ! 
I 

I 
I 

tentano Retribusi Perjualan Prcduksi Usaha Laerah ; 
f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuii Utara Nomor 28 Tahvn h)Jt3 

c. P eraturan Daerah Kaouoaten Tapanuli Utara Nomor 18 I--?hun 188:'3 
tentang Retribusi Prsar G,·os:r dan/atau Pertokoan ; 

d. Peraturan Daerah f<abupaterl~Uepanuli Utara Nomor 26 Tahun "108El 
~"'!nt;:rng ~etribusi Penyeberanqan di Atas Air; 

e. Peraturan Daerah Kar.upaten Tapanuli Utara Nornor 27 Tahun ·1993 
tentang Retribusi Pengolahan Lirnbah ; 

Pas al i83 
i 1) Dengan ditetapkannya Peraluran Daerah ini, maka : 

a. Psraturan Daerah KabL;paten Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun ·J 998 
tentang Retribusi Perneriksaan Alat Pemadam Kebakaran ; 

b. Peraturan Daerah Kabu;;aten Tapanuli Utara Nornor 16 Tahun rnne 
tertang Retribusi PE:nggantian Biaya Cetak Peta ; 

BAB XlV 
!{ETENTUf'\N PENUTUP 

i 
I 
I 
I 

fl~~1ian ~-Cedua 
~(e-t1::ntt,j,:lfl Penyidikan 

Pasal ·J82 
Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimal<sud pasal 180, 
dilaksanakan oleh Penyidik Peqawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan Undang-U;1dang Nornor 8 Tahun 1981 tentanc Kitab 
Undang-Undang Hukurn Acara Pidana can Peraturan Pelaksanaa: 111ya. 

I 
I 
I 
I 

I 
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z. Peraturan Daerah Kabupatcn Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2006 
tentang Retribusi Ternpat Penginapan (Mess) Milik Pernerintah 
Kabupaten Tapanuli Uiara ; 

aa Peraturan Daerah Kc:.bupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli 
Utara Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daera!l ; 

bb. Pera'uran Oaerah Kabupaten Tapanuli Uta .. a Nomor 11 Tahun 2008 
tentanq Perubahan alas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

w. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nemer 07 Tahun 2002 
tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan ; 

x. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nornor 16 Tahun 2002 
tentang Retribusi Perayanan Kesehatan ; 

y. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Retribusi Pengujian Berkala 3ermotcr di Kabupaten Tapanuli 
Utara; 

• 

v. Psraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nemer 06 Tahun 2002 
tentang Retribusi ljin Usaha Jasa Konstruks: ; • 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 200'1 
tentang Retribusi Terr.pat Khusus Parkir : 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2f?·Tahun 2001 
tentang Retribusi Terminal , 

u. Peraturan Daerah Kabupateli"'Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2001 
tentang Retribusi ljin Trayek ; 

p. Peraturan Daeraf K2bupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2001 
tentang Retribusi ljin Peruntukan Penggunaan Tanah ; 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun .2001 
tentang Retribusi 1)n Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol ; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utan Nomor 25 Tahun 2001 
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ; 

I 

m. ?eraturan Daerah Kabuoaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2001 
tentang Retribusi Penyedotan Kakus ; 

n. Peraturan Oaerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Retribusi ljin Usaha lndustri, Perdagangan dan GuJang di 

Kabupaten Tapanuli Utara ; 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Retribusi ljin Ganqquan ; 

' 
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Lembaran Dacrah Kabuj.a.en Tapanuli Utara Tahun 20 l O Nomor: 1 ().. 

Ors. SANGGAM.HUTA3ALUNG, MM 
PEMBINA UTAfv1A MADY A 
NIP. I 958022h 198503 l 005,- 

/, ~·--· ; ( . ,.. -· --·· .. ·-- - -- --·--·- . __ ,·, . . 
i ··; .... ·.;·.,';~ Dit . "I - 
! .t '.· ·-· --·---·· -·~· .•. -..= 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI UT ARA, 

Diundangkan di Tarutur.g 
Pada tanggal 30 Desember 2010 

• 
a 

TORA!~ 3 LUMBANTOBl!\lG 

BUPATI TAPANUU UTARA, 

caf) - /Dro .: 

Oitetapkan di T arutunp 
pada tanqqal 30 - I?.~ 2010 

">~ 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang dapat menqetanumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuf 
Utara. 

Pasal ·rn4 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daernh ini sepanjanq 
mengenai pe(aksanaannya akan diatur lebih lanjut d::;:·igan Peraturan 
Bupati. 

dicabut dan dinyatakan t,d·ak. ber\u.1r\U lagi. t 

cc. Peraturan Dae rah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor i 6 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ta pa nu Ji Utara 
tentang Retribusi Ternpat Rekreasi dan Olahr;-,ga ; · 
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